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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan lda Sang Hyang Widi Wasa / Tuhan
Yang Maha Esa, karena atas Asung Kerta Wara Nugighd_aporarKinerja
Instansi Pemerintah (LK]jIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota
Denpasar Tahun 2024 ini dapat diselesaikan sebagai pemenuhan kewajiban
pertanggungjawaban atas mandat yang diterima, dan sesuai dengan amanat
ketentuan peraturan perundamgdangan yang berhubungan dengan

J - pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Indonesia,

baik berupa Undangndang, Instruksi Presiden maupun Peraturan Menteri.
Tuntutan akan adanya peningkatan kinerja berarti tuntutan perubahapikpoldari aparatur.
Karena kinerja pemerintahan akan sangat sulit berubah apabila kita tidak mampu melakukan
transformasi system pemerintahan dari sistem yang birokratis kearah system yang bertujuan untuk
lebih mewirausahakan birokrasi pemerintah. Dalaamalsa yang lain, transformasi sector
pemerintahan berarti merubah fokus akuntabilitas dari orientasi kepada masgw@n (inputs
oriented Accountability), menjadi yang berorientasi kepada hasil (Result Oriented Government).
LKjIP Dinas Komunikasi, Infamatika dan Statistik Kota Denpasar ini tidak terlepas

dengan kendalkendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal
mungkin untuk mengatasi hal tersebut dengan lanti@ikah antisipatif melalui koordinasi
dengan instansi dan pihterkait. Mudahmudahan LK]IP ini dapat memberikan informasi sebagai
parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur pada Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Denpasar pada tataimun berikutnya

Denpasar, 3 Pebruari 2025
ala Dinas Komunikasi, Informatika
pStatistik Kota Denpasa#;

w‘-_ » \\

Pembina Utama Muda
Nip. 197801281996121003
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik KotaDenpasar berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata
kelola kepemerintahan yang baik dan berorientasi kepadareasit ©riented governmeérgesuai
dengan kewenangannya. Manajemen pemerintahan memiliki aspek penting yang perlu
diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja. Dalam upaya itu, Dinas Komunikasi, Informatika
daan Statistik Kota Denpasar mengimplementasikan akuntabilitas kinerja yang setidaknya
memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukmijefas atas rumusan
perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaral
dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.Tahun 2024 merupakan tahun ke lima dalam upaya
pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kkasiin Informatika dan Statistik Kota
Denpasar melalui indikator sasaran, program dan kegiatan.

Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

1. Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE
2. Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE
3. Meningkatnyskematangan manajemen SPBE
4. Meningkatnya kematangan layanan SPBE
Rencana program kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar mengacu
pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembamgn dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri 050
3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebaga
implementai dari upaya pencapaian visi dan misi, adapun Program kegiatan tersebut adalah
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota..

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

0 Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

2. KagiatanAdministrasi Umum Perangkat Daerah

O«

Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

O«

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

O«

Sub Kegatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

O«

Sub Kegiatan Penyediaan Bardbgtakan dan Penggandaan.

O«

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan.
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0 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kons
. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

0 Sub kegiataPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

(@4

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

O«

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
BangunarLainnya.
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
1. Kegiatan Pengeloaan Informai dan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
0 Sub kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
0 Sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
0 SubKegiatan Layanan Hubungan Media
3. Program Aplikasi Informatika
1. Kegiatan Pengeloaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah pusat dan Sub
Domain di Lingkup Pemerintah Daerah

0 Sub kegiatan Penyelengaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

O«

Sub Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

0 Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah
berbasis Elektronik

Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis
Elektronik

O«

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

O«

Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan
Kota Cerdas
0 Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Teknologi Informasi dan
KomunikasiPemerintah Daerah

4. Program Penyelengaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

1. Kegiatan Penyelengaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

0 Sub kegiatan Penyedian Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

Sebagaimana tertuang dalam Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Denpasar, pada tahun 2024 ini ditetapkan 4 sasaran dengan 5 Program dan 18 Kegiatan yaitu :
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

denpasarkota.go.id @denpasarkota @ n @ d denpasarkota




PROGRAMINFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN
INFORMASI

a o w DN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENUNJANG URUSANEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

b. Sub Kegiatan Penyedia®®ralatan Rumah Tangga

c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan J&amneliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

1.

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Sub KegiatarPengelolaan Media Elektronik

Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media

-~ ® a0 T p

Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

@

PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

1.

KegiatanPengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengelolaangovernment Di Lingkup Pemerint&aerah Kabupaten/Kota
a. Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan
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Berbasis Elektronik

b. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis
Elektronik
c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubayanan Pemerintah
d. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan
Kota Cerdas
e. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi
dan Komunikasi Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan
Diseminasi Data Statistik Sektoral
b. Sub Kegiatan Membanguwvetadata Statistik Sektoral

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
a. Sub Kegiatan PenyediaarLayanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Dari hasil pengukuran capaian kinerja dan analisis capaian kinerja yang dilakukan
terhadap pencapaian sasaran melalui indikator sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan
diperokeh hasil, bahwa seluruh sasaran dan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kota Denpasar dengan redida tingkat capaian di atas 95% atau dapat dikategorikan
baik sekali. Keberhasilan ini tidak luput dari kendala atau hambatan yaadpdihPada tahun
tahun mendatang telah dipersiapkan stradrgitegi untuk selalu memperoleh hasil capaian
kinerja yang semakin baik
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BAB | PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan payung besar terminologi
yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi.
TIK terdiri dari dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi
Informas adalah serangkaian tahapan penanganan informasi, yang meliputi penciptaan
sumbersumber informasi, pemeliharaan saluran informasi, seleksi dan transmisi
informasi, penerimaan informasi secara selektif sedangkan teknologi komunikasi adalah
segala sesuatyang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan
mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainfgknologi Informasi Komunikasi
(TIK) sudah terbukti mampu menyampaikan layanan pemerintah kepada masyarakat
dengan lebih cepatransparan, akurat, dan akuntabel. Selain itu dengan adanya TIK,
interaksi antara Pemerintah dengan Masyarakat lebih baik dan lebih aktif. Hal ini
merupakan fungsi TIK sebagai pendorong dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan
khususnya di Kota Denpasaang lebih cepat, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pemerintah Indonesia telah memberikan prioritas pada pengembangan e
Government sejak tahun 2003. Hal ini dibuktikan dengan telah diterbitkannya Instruksi
Presiden Republik Indonesia No. 3 Tat2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan eGovernment. Namun umumnya pengembai@avemment baik di
level pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah belum sesuai dengan yang
ditargetkan. Sehingga perencanaan mulai dari rencana indgembangan, rencana
strategi, sampai dengan rencana kinerja sangat penting disusun sebagai pedoman dalam
pelaksanaan pembangunan. Untuk lebih memperkuat hal tersebut maka Pemerintah telah
menerbitkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SistenmBdrar Berbasis
Elektronik yang mengatur tentang Tata Kelola, Manajemen SPBE, Audit Teknologi
Informasi dan Komunikasi, Pernyelenggara SPBE, Percepatan SPBE dan Pemantauan dan
Evaluasi SPBE. Serta khusus Peraturan Menteri PANRB No 5 Tahun 2018 untaiaRedo
Evaluasi SPBE yg digunakan sebagai panduan dalam melakukan penilaian/evaluasi SPBE
untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan adanya Peraturan tentang SPBE, maka
pemangk kebijakan Pemerintah Kota Denpasar akan lebih terbantu untuk menciptakan
programprogram maupun kegiatdegiatan publik lebih cepat dan tepat sasaran. Serta

evaluasi dan monitoring mampu dilaksanakan secara transparan dan cepat dengan bantuan
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peran akfi dari masyarakat. Implementasi TIK sebagai salah satu komponen pentin
e-government Pemerintah Kota Denpasar wajib direncanakan dan dirancang dengan baik
agar visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar bisa terwujud. Selain itu implementasi SPBE
perlu dukur keberhasilannya berdasarkan sumber daya yang dikeluarkan dan output serta
dampak layanan yang dirasakan oleh masyarakat. Sebagai perwujudan pertanggung
jawaban keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetpkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2024 sebagai perwujudan akuntabilitas
kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan

sasaran yangplah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2024 didasarkan atas

perundangundangan yang berlaku, yaitu :

1. Undangundang Nomor Irahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah
Tingkat Il Denpasar;

2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

3. Keputusan Kepala Lembaga Adminsitrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003
tentang PerbaikaRedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

4. Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP
135/M.PAN/9/2004 tentang Pedomdmum Evaluasi LAKIP;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 206&ateg Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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8. Undangundang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah:;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor
29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kidarn Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 20
Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 25 T2bil@ tentang
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;

12.Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomob587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undangdang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas UndangJndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

13.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;

14.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk TeknRerjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
RancanganPeraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunat
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemebatziah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
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Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 No
Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) setzagatelah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar
Tahun 2021 Nomor 12, Tdrmahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12);

17.Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerabh;

18. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman PengelokzanBgel

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;

19.Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan di

Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;

20.Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerabh;

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2024 mengacu pada Rencana
Strategis (Renstra) Tahun 262026 yang memuat misi Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Denpasar yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan, sasaran, cara
mencapai tujuan dan sasaran berupa kebijakan dan program. Sementara itu,-kegiatan
kegatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024 dituangkan ke dalam Rencana
Kinerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar, untuk
selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan analisis kinerja terhadap kdggiatan dan

sasararsasaran yang ditetapkan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2024.

Evaluasi dan Analisis Kinerja terhadap kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kota Denpasar tahun 2024 dilakukan terhadap capaian kinerja Sasaran, Program
dan kegiatan yang telalitetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja tersebut
akan diketahui keberhasilan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, sekaligus memperoleh
gambaran strategstrategi apa yang harus dipersiapkan pada taalomn mendatang dalam
upaya peningkatan kinerja, guna tercapainya sasaran dan tujuan, yang bermuara pada
terwujudnya Misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar.
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1.4 Aspek Strategis Dan Permasalaéin Utama

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsDiyes Komunikasi, Informatika

dan Statistik Kota Denpasarendapat beberapa tantangan / masalah yang harus dihadapi
dalam meningkatkan pelayanan pubfoalisis isuisu strategis merupakan bagian penting
dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untul
melengkapi tahapamahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat
dan bersifat strategis akan meniniiedn kesesuaian penentuan prioritas pembangunan,
sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat
dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan
Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskalengan lingkungan dan aspirasi
pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan
lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh
diabaikan. Istisu strategis ini adalah kondisi atau hang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi
Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah
keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbikargian yang lebih besar atau
sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Adapbinategis
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar adalah :
A Percepatan transformasi digital Pemerintah Daerah;

Serangan siber terhadap data dan informasi Pemerintah Daerah;

A

A Privasi data dan informasi:

A Keterbukaan informasi publik;
A

Penggunaan data statistik dalam penyusunan kebijakan.

1.5 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja

Sesuai yang diamanatkan oleh yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Denpasar
Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2017
tentang Uraian Tugas Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar, bahwa tugas pokok Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar adalah : Melaksanakan Kewenangan
Otonomi Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian.
Sebagaimana yang dijabarkan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri
Pendayagunaafiparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang

Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
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Birokrasi, mengatur hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi yang ditetapkan ole

Daerah sesuai dgan ketentuan Peraturan Perundandangan, sehubungan dengan itu
maka ditetapkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

LAMPIRAN XVIII

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

KEPALA DINAS

Dr. IDA BAGUS ALIT ADHI
MERTA., SSTP., M.Si

NIP. 197801281996121003

|

SEKRETARIS

GDE WIRAKUSUMA
WAHYUDI, 5.508

NIP. 197402051999031010

KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEUANGAN

NI WAYAN MARTINI, SE
NIP. 196903101989032014

[ I I 1

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KEPALA BIDANG TEKNOLOG! INFORMASI
INFORMASI DAN KOMUNIKAS! PUBLIK KEPALABIDANGSTATISTIN DAN KOMUNIKASI

COKORDA ISTRI SRI
KRISTINADEWI, SS.M.Hum

KEPALA BIDANG PERSANDIAN

DEWA NGAKAN KETUT RAMA

| KETUT AGUS INDRA DIATMIKA, S.Kom. SRI AYU SUTRISNA, S. Kom.,MT
SANJAYA, S.Kom. KA, $.Kom. }

NIP. 197604212000032008 NIP. 198404062009031006 NIP. 198401072009031005 NIP. 197403251998032006

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
PELAKSANA

UPTD
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Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

Melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika,

Statistik serta Persandian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas

Komunikasi, Informatika dan Statistik kotaeBpasar mempunyai fungsi sebagai
berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta

Persandian.

b. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik

serta Persandian.

Dinas Komunikasilnformatika dan Statistik Kota Denpasar terdiri atas:

1.
2.
3.

7.
8.
9.

Kepala Dinas;

Sekretaris;

Sekretariat terdiri atas:

a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan

b) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas:

KelompokJabatan Fungsional dan Pelaksana

. Bidang Statistik;

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; Kelompok Jabatan Fungsional dan

Pelaksana
Bidang Persandian;
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Unit Pelaksand eknis Daerah;

10Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
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1.6 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian
kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar selama 208
Capaian Kinerjagerformance resulj2024 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja
(performance plantahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kota Denpasar. Sistematika penyajian Lag€rarja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2024

adalah sebagai berikut:

BAB | T Pendahuluan menjelaskan secara ringkas latar belakang, Dasar Hukum,
Ruang Lingkup, Isistrategik Struktur Organisaslan sistimatika LKjIP Tahun 2024.

BAB Il i Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja menjelaskan muatan rencana Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar untuk periode-202& dan Rencana
Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Infotika dan Statistik Kota Denpasar
Tahun 2024.

BAB Il 1 Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan Pengukuran Capaian Kinerja
Organisasi, Analisi dan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap sasaran ataupun target yang
telah ditetapkan serta realisasi anggaran ydiggnakan dan yang telah digunakan untuk

mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV 1 Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisakimeningkatkan kinerjanya.
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BAB Il
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN

Arah pembangunan lima tahun termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 1ZIZ6. Sebagai rencana jangka
menengah, RPJMD Tahun 202D26 merupakan bagian dari tahapan keempat yang termuat
dalam Rencana Pemibgunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar TahUpGZXH5
Oleh karena itu, penyusunan dokumen RPJMD Kota Denpasar Tahur2Q@8%ang merupakan
penjabaran dari visi misi kepala daerah harus mengacu pada dokumen RPJPD Kota Denpasar
Tahun 20052025 dan turunan dari RPJMD adalah renstra perangkat daerah yang harus disusun
setelah RPJIJMD ditetapkan.

Adapun Visi Wali Kota dan Wakil walikota Kota Denpasar periode 228226 yaitu:" Kota
Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju’ Dinas Komunikasi Informatika dan
Statistik Kota Denpasar menjalankan program berkaitan dengan sasaran mencapai misi Kota
Denpasar yaitu pada Misi IMMUnggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan
inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasisr Ti Hi t a Baam kebijakan
pembangunan Kota Denpasar tidak bisa dilepaskan dari pemanfaatan teknologi dalam
pengembangan insfratruktur di Kota Denpasar, sasarannya dengan mewujudkan kualitas prima
SDM, membina daya saing daerah, melaksanakan peyagima pemerintah, dengan pemanfaatan

teknologi informasi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana

2.1.1Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk
mencapai tujuan. Da Rencana Strategis hal yang perlu diperhatikan adalah Lingkungan Internal
(Kekuatan dan Kelemahadan Lingkungan EkternaPgluang dan Tantangarsuatu organisasi.
Rencana Strategis meliputi penetapdisi, Tujuan, SasarasertaCara Mencapai Tujuan dan

Sasaramdengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangke
Daerah untuk periode lima tahun ke depan disusudasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 mganai tata cara penyajian dokumen Renstra. Rencana strategis PD yang
selanjutnya disingkat Renstra Fungsi Renstra PD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi PD dalam pembangunan daerah. Renstra PD, memuat tujuan, kebijakan,
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program dan kegiatapembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya,
Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RJPMD) yang bersifat indikatif. Dengan demikian
Renstra PD pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD dan salah satu komponen dar
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

RPJMD berisi indikasi program pemerintah daerah selama lima tahun kedepan, selanjutnya
diterjemahkan kedalam Rencana Strategis Kota dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencan
Strategis Perangkat Dalraebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan
Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah (Renja PD). Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Renje
PD ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang
dapat dvujudkan oleh PD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.
2.1.2.Tujuan dan Sasaran Strategis

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan
kinerja/ perjanjian kinerjantara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu
berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi Dinas Komunikasi Informatika dan
Statistik Kota Denpasar. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota
Denpasa Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja,
pelaporan kinerja dan tatacara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, irdmbsaisun
berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang dilaksanakan olef
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar pada tahun 2024. Diharapkan
Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Ki#apasar ini dapat digunakan
untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi
kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan
organisasi.Untuk mendukung penyelenggarapemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan
pelayanan masyarakat di Kota Denpasar secara sinergis, terarah dan terencana untuk mewujudkat
masyarakat damai dan sejahtera maka Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar
menetapkan tujuan dan sasanya, yaitu : Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun
waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan dan harus selaras dengan misi organisasi yang telah
ditetapkan. Penetapan tujuan itu sendiri hendaknya didasarkan kepadai féékbor kunci

kebehasilan dalam rangka merealisasikan misi,

sasaran dijabarkan kedalam bentuk yang lebih spesifik, sehingga sasaran harus selaras
dengan tujuan. Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai
setiap tahunnya dalam kurun wal& (lima) tahun.Untuk lebih jelasnya keterkaitan tujuan dan

asaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun
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2024 adalah sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA PADA TAHUN
KINERJA 2021 2022 2023 2024
1 2 8 4 5 6 7 8
Indeks SPBE

1 OPTIMALNYA SISTEM
PEMERINTAHAN
BERBASIS
ELEKTRONIK (SPBE)

Meningkatnya Nilai Indeks 3,00 3,20 3,40 3.60
kematangan kebijakan

kebijakan SPBE

SPBE

Meningkatnya Nilai Indeks 3,30 3,45 3.60 3.75
kematangan tata Kelola

tata Kelola SPBE

SPBE

Meningkatnya Nilai Indeks 2,18 2,40 2.60 2.80
kematangan manajemen

manajemen SPBE

SPBE

Meningkatnya Nilai Indeks 3,55 3,65 3.75 3.85
kematangan layanan SPBE

layanan SPBE
Sesuai tabel tersebut diatas yang merupakan penjabaran dari Renstra. Renstra merupakar

suatu dokumen tertulis yang berfungsi seb&}ae PrintOrganisasi dinas, akan terlihat di dalam
Renstra yang terkait dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program rencana-kegiatan
kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga organisasi akan memiliki kemampuan dalam akselarasi
dan mendorong pemabgunan sesuai bidang dan kewenangannya. Secara administratif Renstra
dapat dijadikan sebagai pedoman seluruh anggota organisasi dalam aktivitas merencanakan,
melaksanakan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Denga
kata lain Renstra dapat menjadi parameter kinerja selama 5 (lima) tahun. Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kota Denpasar memiliki kewenangan otonomi dengan tugas pokok
merencanakan, mengembangkan, dan mengelola sisgoweenment Kota Denpasar. Taju

adalah pernyatagpernyataan tentang Rabl yang perlu dilakukan untuk mencapai Vvisi,
melakukan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi
Adapun tujuan yang menjadi dasar pencapaian visi dan misi adalah sebagat: be
OOPTI MALNYA SI STEM PEMERI NTAHAN BERBAdeig& ELE
indicator tujuan adalah Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur,
spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke
depan. Adapun sasaran yang menjadi dasar tujuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE
2. Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE
3. Meningkatnya kematangan manajemen SPBE
Meningkatnya kematangan layanan SPBE
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2.1.3. Indikator dan Target Kinerja

Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena
merupakan bagian utama dalam sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilaasiéoer
maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya untuk mencapai visi dan
misi. Indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota
Denpasar merupakan indikator kinerja pada tingkat outcome gagggambarkan ukuran
keberhasilan secara keseluruhan organisasi. Setelah menetapkan indikator kinerja, diwajibkan
untuk menetapkan target kinerja yang merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja
yang akan dicapai melalui pelaksanaan progdam kegiatan dalam satu tahun tertentu. Adapun
Indikator dan Target Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun
2024 yang merupakan Penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang ditetapkan dalam Tabe

Rencana Kinerja Tahun Bamgkutan adalah sebagai berikut :

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 2 3 4 5 6
Indeks SPBE
1 OPTIMALNYA SISTEM
PEMERINTAHAN
BERBASIS
ELEKTRONIK (SPBE)
Meningkatnya kematangan | Nilai Indeks kebijakan Nilai 3.60
kebijakan SPBE SPBE
Meningkatnya kematangan | Nilai Indeks tata Kelola Nilai 3.75
tata Kelola SPBE SPBE
Meningkatnya kematangan | Nilai Indeks manajemen Nilai 2.80
manajemen SPBE SPBE
Meningkatnya kematangan | Nilai Indeks layanan SPBE Nilai 3.85

layanan SPBE

2.1.4Program

Rencana program kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar
mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri DalanbMegeri O
3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtarihan Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebag:s
implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampattamgb sebelumnya.
Rencana Program tersebut adalah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN
INFORMASI

a bk 0N PRE
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2.1.5Kegiatan/Sub Kegiatan
Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja
OPD sebagai bagian dari pencapain sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulartindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia),
barang modal, termasuk peralatan dan teknologi dan atau kombinasi dari beberapa atau
keseluruhan sumber daya tersebut sebagai masular) (intuk menghasilkan keluaraougpu)
dalam bentuk barang dan jasa. Sub kegiatan merupakan impelementasi dari NSPK pada masing
masing kewenangan.
Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program pembangunan
pada Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar adalah:
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
a. SubKegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milllaerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

PROGRAM INFORMASI DANKOMUNIKASI PUBLIK
1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

. Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

a
b
c. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
d. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Elektronik

e. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media

f. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Medkedatraan Komunitas

(o]
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PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub

Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2. Kegiatan Pengelolaangovernment Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
a. Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran
Pemerintahan Berbasis Elektronik
b. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan
Berbasis Elekbnik
c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
d. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan
Kota Cerdas
e. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan
KomunikasiPemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan
Diseminasi Data Statistik Sektoral
b. Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Inf&emasiintah Daerah
Kabupaten/Kota
a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad
dan janji untuk mencap&inerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu
dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja merupakan amanat
dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
NegaraDan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
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Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan aklitatsbiranparansi dan kinerja
aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebag:s
dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tola
ukur kinerja sebagai dasar evalu#éinerja aparatur; dan sebagai dasar dalam penetapan sasaran
kinerja pegawai. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar membuat perjanjian
kinerja tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Komunikas
Informaika dan Statistik Kota Denpasar tahun 2022026. PK dimaksud yang berisikan sasaran

dan indicator kinerja serta satuan target yang dilaksanakan pada tahun yang berjalan yaitu tahun 2024

yaitu :
SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
Nilai Indeks Nilai indeks Nilai
SPBE domain SPBE

Sebagaimangang telah direview dari Tim Bappeda Kota Denpasar dimana Perjanjian
Kinerja (PK) Dinas Kominfos Kota Denpasar pada sasaran nya adalah Nilai Indeks SPBE, namun
dalam pelaksanaannya pada tahun 2024 Perjanjian Kinerja di evaluasi lagi dari tim Menpan RB
disarankan untuk menyesuaikan sasaran nya agar menyesuaikan dengan sasaran Renstra yan
berlaky sehingga Perjanjian Kinerja Dinas Kominfos menyesuaikan lagi dengan sasaran yang ada di
Renstra yaitu 4 (empat) sasaran strategis.

Perjanjian kinerja merupakanndar/dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota
sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untu
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka
terwujudlah komitmerdan kesepakatan antara Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan
Perangkat Daerah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungs
dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasegada
yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (OUTCOME) yang
seharusnya terwujud akibat kegiatan tataltun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang
diperjanjikan juga mencakup OUTCOME yang dihasilkan dari kegigdhun tahun sebelumnya,
sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja antara lain :
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Walikota dan pimpinan Perangkat Daerah untuk
meningkatkan integritas, akuntkas, transparansi, dan kinerja aparatur

2. Menciptakan tolokukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi da
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sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi Walikota untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas
perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan Perangkat Daerah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar tahun 2024 adalah
sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel

serta berorientasi padiasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama . Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, SSTP.M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
Selanjutnya disebuygihak pertama

Nama . | Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Jabatan : Walikota Denpasar
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya digbbitkedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sepettlganditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi,

Denpasarl9 Agustu2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
WALIKOTA DENPASAR Kepala Dinas Komunikasinformatika dan Statistik
Kota Denpasar
. Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, SSTP.M.Si
| Gusti Ngurah Jaya Negara, SE Pembina Tk. |

Nip. 197801281996121003
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET
KINERJA
1) 2 3 4)
1 | Meningkatnya kematangan Nilai Indeks kebijakan 3.60
kebijakan SPBE SPBE
2 | Meningkatnya kematangan tata | Nilai Indeks tata Kelola 3.75
Kelola SPBE SPBE
3 | Meningkatnya kematangan Nilai Indeks manajemen 2.80
manajemen SPBE SPBE
4 | Meningkatnya kematangan Nilai Indeks layanan SPBE 3.85
layanan SPBE
NO PROGRAM ANGGARAN | KETERANGAN
(RP)
1 2 3 4
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan 13.806.940.35/
Daerah
Kabupaten / Kota
| |
2 Program Informasilan Komunikasi Publik 979.747.00C
| |
3 Program Aplikasi Informatika 4.087.111.00(
| |
4 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoi 115.975.000
[ |
5 Program Penyelenggaraan Persandian Un 130.400.00(¢

Pengamanan Informasi

19.120.173.357

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan

WALIKOTA DENPASAR

L=

| GustiNgurah Jaya Negara

Denpasarl9 Agustus2024
Pihak Pertama,

Statistik Kota Denpasar

Aw

Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, SSTP.M.Si

Pembina Tk. |
Nip. 197801281996121003
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 TARGET DAN ANALISIS TARGET RENSTRA 2021 -2026

Sebagai acuan pengukuran akuntabilitas kinerja dari tahun ke tahun, digunakan targe
yang dicantumkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dar

Statistik Kota Denpasar Tahun 202026sebagaimana pada tabel berikut

Tabel 1
Target Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar 20212026
Kondisi
Kondisi Akhir
NG Indikator Satuan | Awal Target Tahun
Kinerja Utama Tahun 2026
2020
2021 | 2022 | 2023 | 2024, 2025 | 2026
1 Meningkatnya | Nilai - 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3.60| 3,80 | 4.00 4.00
kematangan Indeks
kebijakan kebijakan
SPBE SPBE
2 Meningkatnya | Nilai - 3,30 | 345 | 3.60| 3.75| 3,90 | 4.05 4.05
kematangan Indeks tata
tata Kelola Kelola
SPBE SPBE
3 Meningkatnya | Nilai - 2,18 | 2,40 | 2.60| 2.80| 3.00 | 3.20 3.20
kematangan Indeks
manajemen manajemen
SPBE SPBE
4 Meningkatn Nilai - 3,55 | 3,65 | 3.75| 3.85| 3.95 4.05 4.05
ya Indeks
kematangan layanan
layanan SPBE
SPBE

Dalam menentukan target Renstra digunakan formulasi pencapaian nilai pembobotan masing
masing indicatoyaitu :

1. Nilai pembobotan domain 1 : Kebijakan Internal SPBE

2. Nilai pembobotan domain 2 : Tata Kelola SPBE

3. Nilai pembobotan domain 3 : Manajemen SPBE

4. Nilai pembobotan domain 4 : Layanan SPBE
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Jika target pada Renstra ditafsirkan sebagai target nilai intkgksmal pada akhir tahun

maka kita dapat melihat peningkatan Target Renstra per tahun. Dari Tabel diatas dapat dilihat :

0 Indikator Kinerja pada Renstra ada 4 (empat) Indikator yang yang memiliki kenaikan target
yang harus dipenuhi antara lain:
1. Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE (Formulasi Nilai pembobotan domain 1 :
Kebijakan Internal SPBE)

2. Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE ( formulasi Nilai pembobotan domain 2
Tata Kelola SPBE)

3. Meningkatnya kematangan manajemen SPBE (FormN#a&i pembobotan domain 3 :
Manajemen SPBE)

4. Meningkatnya kematangan layanan SPBE (Formulasi Nilai pembobotan domain 4 :
Layanan SPBE)

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
Kegiatansesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi
dan visi instansi pemerintah. Pengukuran Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahten1g}
petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas
Kinerja pemerintah, maka setiap instapsmerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama
(IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa
yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. sebagai tolak ukur
keberhasilan organisesecara menyeluruh dan menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi
tersebut. Sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka
perlu dilaporkan Indikator Kinerja yang paling utama (IKU). Capaian Indikator Kinegan&
diharapkan secara proporsional dapat memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat
mencapai kinerjanya.

Indikator Kinerja Utama senantiasa direview seiring dengan dinamika yang berkembang di
masyarakat sehingga tujuan organisasi dapat dicapaaseeksimal. Adapun Indikator Kinerja
Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel di

bawah ini :
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Tabel 2.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA

DENPASAR PERIODE 202t 2026

Kondisi
Kondisi .
Akhir
Indikator Kinerja Awal Target Formulasi
No Satuan Thn Tahun
Utama 2026
2020 20217 2022 2023] 2024| 2025 | 2026
1 Meningkatnya Nilai Indeks 3,00 320 [ 340 | 3.60| 3,80 4.00 4.00 Nilai pembobotan
kematangan kebijakan domain 1:
kebijakan SPBE SPBE Kebijakan Internal
SPBE
2 Meningkatnya Nilai Indeks 3,30 345 [ 360 | 3.75] 3,90 4.05 4.05 Nilai
kematangan tata | tata Kelola pembobotan
Kelola SPBE SPBE domain 2 :
Tata Kelola SPBE
3 Meningkatnya Nilai Indeks 2,18 240 260 280 | 3.00 3.20 3.20 Nilai pembobotan
kematangan manajemen domain 3 :
manajemen SPBE Manajemen
SPBE SPBE
4 Meningkatnya Nilai Indeks 3,55 365 3.75] 3.85| 3.9 4.05 4.05 Nilai pembobotan
kematangan layanan domain 4 :
layanan SPBE SPBE Layanan
SPBE
Tabel 3.

PENJABARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR

TAHUN 2024
NO. | SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
UTAMA (SATUAN) s/d s/d 2024
2024
1 | Meningkatnya kematangan| Nilai Indekskebijakan 3.60 4,10
kebijakan SPBE SPBE
2 | Meningkatnya kematangan| Nilai Indeks tata Kelola 3.75 3,90
tata Kelola SPBE
SPBE
3 | Meningkatnya kematangan| Nilai Indeks Manajemen 2.80 3,27
manajemen SPBE
SPBE
4 | Meningkatnya Nilai Indeks layanan 3.85 4,20

kematangan layanan
SPBE

SPBE
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Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar telah melaksanaka
kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan
Statistik Kota Denpasar tahun 2024 yang telah disepakati. Pemiladilakukan oleh tim
pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data
kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam
pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjustkykadi

kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :
Skala Nilai Peringkat Kinerja

91 <100 Sangat Tinggi ‘=

—

2 76 <90 Tinggi Hijau Muda

3 66 <75 Sedang Kuning Tua

4 51 <65 Rendah Kuning Muda
5

<50 Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas
Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar dilakukan dengambandingkan
antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan
dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar
beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebaghut:

Capaian Kinerja Tujuan Diskominfo / Capaian Kinerja Daerah Tahun 2024

1 | Optimalnya Sisten| Indeks SPBE . . 102.85%
Pemerintahan Berbas
Elektronik

Meningkatnya Nilai Indeks 113.89%
kematangan kebijakan
kebijakan SPBE SPBE
2 | Meningkatnya Nilai Indeks 3.75 3,90 104%
kematangan tata | tata Kelola
Kelola SPBE
SPBE
3 | Meningkatnya Nilai Indeks 2.80 3,27 116.78%
kematangan Manajemen
manajemen SPBE
SPBE
4 | Meningkatnya Nilai 3.85 4,20 109%
kematangan Indeks
layanan SPBE layanan
SPBE
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3.3

Dari tabel di atas dijabarkan sebagai berikut :

1. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar mengampu 4 (empat)
sasaran dengan masingasing 1 (satu) indikator kinerja;

2.  Dari keempat sasaran tersebut smuanya telah memenuhi target

3.  Faktor keberhasilan keempat indikator kinerja salah satunya adalah komitmen serta
dukungan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam meningkatkan serta

mengoptimalkan pelaksanaan SPBE.

4.  Berdasarkahal tersebuterkait Skala Nilai Peringkat Kinerja, capaian keempat sasaran

tersebut masuk kategori ASangat Tinggi O

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pada Bagian ini akan dijelaskan perhitungan capaian kinerja, formulasi. Penghitungan
capaian Kinerja, berikut dengan analisis kinerja dari setiap indikator sasaran. Penjelasan ini
dimaksudkan untuk memberikan gambaran akan data serta menunjukkan validitas data

kinerja dalam pencapaian capaian kinerja.

1. Sasaranl : Meningkatnya Kematangan Kebijakan SPBE,
dengan indikator: Nilai Indeks kebijakan SPBE

a. Penjelasan umum sasaran dan Indikator (satuan)
Sasaran Strategis yang telah ditentukan adalah Meningkatnya kematangan kebijakan
SPBE dengan Indikator Kinerf{aatuan) adalah Nilai Indeks kebijakan SPBE, dalam
penerapannya dilakukan melalui aspek kebijakan internal terkait tata kelola SPBE
dimana indikatornya terdiri dari :

1. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah

2. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah

3. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data

4. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE

5. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan PDsda

6. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah

7. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung

Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

8. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajerd@amanan Informasi

9. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK

10.Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah
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b. Instrumen / cara perhitungan indikator
Tujuan indikator ini adalah untukendukung kelancaran proses informasi dan
komunikasi di Kota Denpasar. Sasaran untuk tahun-2026 adalah Menerapkan
kebijakan internal terkait tata kelola SPBE. Formulasi perhitungan capaian indikator
yang digunakan adalah dengan melakukan penilaiard mamilai peémbobotan
domai n 1 : Kebi j arkasingmasingtingicatorayaitu deRgBnEhasil
capaian indicator sebagai berikut:

Tabel 4.
Kebijakan Internal SPBE
No. Indikator Penilaian | Nilai Tingkat
Mandiri Kematangan
2024 Tahun 2024
1. ASPEK KEBIJAKAN INTERNAL TERKAIT
TATA KELOLA SPBE
1 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE 5 5
Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah
5 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana § 5 5
Instansi Pusat/Pemerint&8aerah
DOMAIN KEBIJAKAN 3 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Dat| 5 5
4 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan 5 5
Aplikasi
SPBE
5 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat 5 5
Tingkat Kematangan Kebijakan Internalyanan Jaringan
6 Intra 5 3
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
7 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan 5 3
Sistem Penghubung Layanan Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah
8 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen 4 4
Keamanan
Informasi
9 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK 4 3
Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi
10 5 3
SPBE
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

c. Kerja nyata v.s Rencana Kerja
Sampai dengan masa berakhirnya kinerja tahun 2024, aspek kebijakan
internal terkait tata kelola SPBE telah sesuai dengan target yang di rencanakan dalam

kegiatan yang telah dilaksanakan dengan masiaging indikator yaitu:

1. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah.

IPPD sudahmemiliki arah kebijakan internal Arsitektur SPBE yang mengatur

integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar IPPL

Secara periodik sudah dilakukan reviu dan evaluasi :
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0 Konteks pengaturan sudah memiliki uraian referAnsitektur S
domain Arsitektur SPBE, serta pengaturan integrasi penerapan SPBE antar IPPD.
0 Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terhadap kebijakan
internal Arsitektur SPBE (yang berisi isu atau permasalahan, rekomendalsi/tinda

lanjut)

2. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

WALIKOTA DENPASAR,
KEPUTUSAN WALIKOTA

ARSITEKTUR DAN PETA REN(
ELEKTRONIK (SPBE) PE

INTAHAN BERBASIS
PASAR

¥ 2

REMERINTAH IETPASAR 2821
%m Per%etar'\an BETDasis Elektronik

al Manajemen Data
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4. Tingkat Kematangan Kebijakdnternal Pembangunan Aplikasi SPBE

v

e

WSS

WALIKOTA DENPASAR

RATURAN WALIK(
NOMOR 28 TAE

TA DENPASAR
N 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS EL
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR

Menimbang : a. hwa untuk mendukung tata kelola Pemerintahan yang
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layanan
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NOMOR : 490737/DKIS
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6. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

STANDARISASI INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK 7. Samber Deya (so)

1. Pendshuluzn * Masngmasing osangkal daseah (haspkan memiii SOM, mencantumian Kontak
Infrasrukdr TIC sy person SDM Teknis, SOM ASN 420 begabung 4ea0an GAun 20GaiaR ARGas.
unuk menjaankan sistem. apikasi, komunikasi data, pengoiahan dan pesyimpanan data
perangkat integrasipenghuoung, dan peranghat elekonik lannya. Selain  Infrastukur
TIK 502 Denczu, Qusal g siskem penghubung lzyanan pemerintah bebas’s tau
sharmg system, dan janngan mtra pemerrtah

2. Gambaran Umum
21 Perancangan Jaigan TK
lathgan infsivd. K mesgpmalan er opic elagai backbone yang
lisicla dieh unt 4263 pengeina TR

22 Konfiguasi' Seting Peraogkat 2481

* Konigas da 5e80530 peangkat kg ES5asag (ouer, wich manageable
wifl 228 pont. . ) Glaksanakan def unt pengeiola TIK
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5. Regulasi

28 Tahun
Eieitronk (SPBE) & Linglangan Pemerntah Kota Deapasar

5. Maintenance
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7. Tingkat Kematangan Kebijakan InterrRénggunaan Sistem Penghubung Layanan
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
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8. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi

WALIKOTA DENPASAR

N WALIKOTA DENPASAR

PERATU
NOMOR 188.45 / 1272 / HK / 2022 NOMOR

NTANG TENTANG

EN KEAMANA!

FORMAS! DENGAN
NGAMANAN INFORMAS|
MERINTAH KOTA DENPASAR

PEMBENTUKAN ;
COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM
KOTA DENPASAR

DI LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

elola informasi

Menimbang a Bahwa setiap pemer

n teknologi informasi dan komunik
kait dapat menyebabka
siber yang meliputi aspek &

a. bahwa pem
TIK) maupt
kerawanan dan anc
kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal

publikya

teknologi t

wa untuk melindungi informasi publik perlu dil

kukan upaya

pengamanan informasi melalui penyelenggaran persandian

as dan keandalan layanan

C as, akuntab

g ediaan pelayans blik yang
schingga dibu diaan pelayanan publik yang na dimaksud dalam huruf

bahwa berdasarkan pertimban,
ada

cepat, andal, da
bahwa p
menyediakan sist

2 enanoeul 1 dan
€ ¥ neeoahar langan dan

huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tents

sistem  elektronik  wajib s "‘

=

pengamanan yang mencakup ol D

9. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK

PEMERINTAN KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENF DINAS KOMUNIKAST INFORMATIKA DAN STATISTIK
NOMOR 188.45/ 1503 /HK/2022
TENTANG
UBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 188.45 / 1169 / HK
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR IN NAL DAN TIM AUDIT
ERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang A

Temegar

denpasar

han Berbasis Teknologi Infor

1 proses secara sistematis mel

Klasifikasi infc

wa Keputusan Walikot

45/1169/HK/2021 tentang " " "
sesor Internal dan Tim x
Pe: rtahan Berbasis E sud lak

dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini

perlu dilakukan penyesuaian vang lebih

sehingg

10.Tingkat KematangaKebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

orgymen
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ok i) PR\ S0
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

DINAS KOMUNIKASI| INFORMATIKA DAN SfATISTIK

1 No.1 Telp. (0361) 431229 - 437162, Fax. (0361)84055716

Jalan Majapa > ’
437162, Fax (0361)64955718

Jalan Majapahit No.1 Telp. (0361) 431

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN

Denpasar, 02 Juni 2022

STATISTIK KOTA DENPASAR Kepada
Yih. (Undangan Terlampir)

Nomor 005/ 980/ DKIS i
di

NOMOR : 188.4/ 759/ DKIS / 2022 Lampiran : | (satu) ga
Perihal  : Undangan Rapat

Denpsar

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS

Sehubungan dengan persiapan pelaksanaan evalussi sistem penyel

ELEKTRONIK PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN

emerintah berbasis elektronik tahun 2022 oleh kementerian P4
STATISTIK KOTA DENPASAR pemerintah berbasis elektronik tahun 2022 oleh kementerian PAN RB serta

penyampaian laporan hasil evaluasi SPBE Pemerintah Kota Denpasar tahun 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA DENPASAR,

Menimbang a bahwa untuk mendukung tata kelola Pemerintahan
yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta
pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya
diperlukan ~ Sistem  Pemerintahan  Berbasis
Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

maka dibutuhkan Kembali bukti dukung dokumen penyelenggaraan SPBE tahun
2022 untuk masing-masing perangkat dacrah, Bersama ini agar pelaksanaan evaluasi

SPBE tahun 2022 dapat berjalan dengan optirmal, kami harapkan kehadirannya nanti

pada
Hari/ Tanggal : Sesuai jadwal terlampir
Pukul Sesuai jadwal terlampic
Tempat Ruangan Rapat Adhi Matra, Dinas Kominfo Kota Denpasar

Agenda Evaluasi Indikator Domain SPBE masing-masing perangkat
daerah serta evaluasi bukti dukung SPBE

d denpasarkota

@denpasarkota @ n
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2. Sasaran 2 : Meningkatnya Kematangan Tata Kelola SPBE,
dengan indikator: Nilai Indeks Tata Kelola SPBE

a. Penjelasan umum sasaran dan Indikator (satuan)
Sasaraibtrategis yang telah ditentukan adalah Meningkatnya kematangan Tata Kelola
SPBE dengan Indikator Kinerja (satuan) adalah Nilai Indeks Tata Kelola SPBE, dalam
penerapannya dilakukan melalui aspek Perencanaan Strategis, aspek Teknolog
Informasi dan Komuniksi dan aspek Penyelenggaraan SPBE dimana indikatornya
terdiri dari :
1. ASPEK PERENCANAAN STRATEGIS SPBE
a. Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
b. Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
c. TingkatKematangan Rencana dan Anggaran SPBE
d. Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE
2. ASPEK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
a. Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE
b. Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data
c. Tingkat Kematangan Layanan Jaringan linstansi Pusat/Pemerintah Daerah
d. Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah
3. ASPEK PENYELENGGARAAN SPBE
a. Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

b. Tingkat Kematangan KolaboraBenerapan SPBE

b. Instrumen / cara perhitungan indikator
Tujuan indikator ini adalah untuk mendukung kelancaran proses informasi dan
komunikasi di Kota Denpasar. Sasaran untuk tahun-2026 adalah Menerapkan
Penyelenggaraan tata kelola SPBE. Formytashitungan capaian indikator yang
di gunakan adal ah denga n Nilaipdmadbatan domairp e n i
2 : Tat a KmdsingmasindgmiiBaiodyaitu dengan hasil capaian indicator

sebagai berikut:

denpasarkota.go.id @denpasarkota @n@d denpasarkota



Penilaian | Nilai Tingkat
No Indikator Mandiri Kematangan
2024 2024
1. ASPEK PERENCANAAN STRATEGIS
SPBE
1 Tingkat Kematangan Arsitektur 4 3
SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah
2 Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Inst 4 4
Pusat/Pemerintah Daerah
D(TDL\"'T/XN 3 | Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran S 5 1
KELOLA 4 | Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SP 5 4
2. ASPEK TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
1 | Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi S 4 5
2 | Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data 5 5
3 Tingkat Kematangan Layanan Jaringan 5 5
Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
4 Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem 4 3
Penghubung Layanan Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah
3. ASPEK PENYELENGGARAAN SPBE
1 Tingkat Kematangan Tim Koordinasi 5 4
SPBEInstansi Pusat/Pemerintah Daerah
2 | Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SK 4 5

Kerja nyata v.s Rencana Kerja
Sampai dengan masa berakhirnya kinerja tahun 2024, aspek Perencanaar
Strategis, aspeReknologi Informasi dan Komunikasi dan aspek Penyelenggaraan
SPBE telah sesuai dengan target yang di rencanakan dalam kegiatan yang telal
dilaksanakan dengan masinwasing indikator yaitu:
1. ASPEK PERENCANAAN STRATEGIS SPBE
a. Tingkat KematangaArsitektur SPBE Intansi Pusat/Pemerintah Daerah

P iy,

PR
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b. Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 28 TAHUN 2021

NTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang :a. bahwa untuk mendukung tata kelola Pemerintahan yang
efe efesien, aran dan akuntabel serta pel
publik 3 i alitas dan terpercaya diperluka
Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah:
b. bahwa dalam  pelaksanaan

u keterpaduan dalam pels
ir Perangkat Daerah di lingk
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik mengatur setiap Kepala

]. KooT =

e v as

d. Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE

WALIKOTA DENPASAR,
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 188.45/1689/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA DE

WALIKOTA DENPASAR

Menimbang : a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area
perubshan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan
organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat
ukuran, dan tepat proses;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteni Per
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis
Instansi Pemerintah maka dipandang perlu disusun Peta

ayagunaan
Indonesia

Proses Bisnis Pemenntah Kota Denpasar;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Walikota tentang Peta Proses Bisnis Pemenintah Kota
Denpasar;

Mengingat 1 Undang - Undang Nomor | Tahun 1992 tentang Pembentukan

denpasarkota.go.id @denpasarkota @n d denpasarkota




2. ASPEK TEKNOLOGIINFORMASI DAN KOMUNIKASI
a. Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE

b. Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KOMUNIKAS!, INFORMATIKA DAN STATISTIK

c. Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah

Daerah

denpasarkota.go.id @denpasarkota @n@d denpasarkota




d. Tingkat Kematangan Penggunaan Sisgnghubung Layanan Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah

Q. =

Prosadur Tahagar integrass 07 S —

3. ASPEK PENYELENGGARAAN SPBE
a. Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
% DAN REFORMAS! BIROKRAS!
REPUBLIK INDONESIA

e =]

b. Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
MELALUI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI
PEMERINTAH DAERAH (ETPD)
MENUJU DENPASAR MAJU
TAHUN 2021 - 2025
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3. Sasaran 3 : Meningkatnya Kematangan Manajemen SPBE,
dengan indikator: Nilai Indeks Manajemen SPBE

a. Penjelasan umum sasaran dan Indikator (satuan)
Sasaran Strategis yang telah ditentukan adalah Meningkatnya kematangan Manajeme
SPBE dengan Indikaté&tinerja (satuan) adalah Nilai Indeks Manajemen SPBE, dalam
penerapannya dilakukan melalui aspek penerapan manajemen SPBE dan aspek auc
TIK dimana indikatornya terdiri dari :

1. ASPEK PENERAPAN MANAJEMEN SPBE

Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen RSRBE

Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi
Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data

Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK

Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia

-~ o o 0 T p

Tingkat Kematangan Penerapan ManajemeargB&huan
Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan

> @

Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE

2. ASPEK AUDIT TIK
a. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE
b. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE

c. Tingkat KematangaRelaksanaan Audit Keamanan SPBE

b. Instrumen / cara perhitungan indikator
Tujuan indikator ini adalah untuk mendukung kelancaran proses informasi dan
komunikasi di Kota Denpasar. Sasaran untuk tahun-2026 adalah Menerapkan
manajemen SPBE. Formulgserhitungan capaian indikator yang digunakan adalah
dengan mel akuk anNia pembobaian domainn8a Manajemen 0

S P B Enasingmasing indicator yaitu dengan hasil capaian indicator sebagai berikut:

denpasarkota.go.id @denpasarkota @n@d denpasarkota



Tabel 5
Manajemen SPBE

Penilaian Nilai
No. Indikator Mandiri Tingkat
2024 Kematanga
n 2024

1. ASPEK PENERAPAN MANAJEMEN SPBE

1 4 5

2 4 2

3 3 4

4 4 5

DOMAIN 5 4 4
MANAJEMEN

6 3 2

7 3 3

8 3 3
2. ASPEK AUDIT TIK

1 Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit 4 3
Infrastruktur SPBE

2 | Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplika 4 3
SPBE

3 Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keam 5 5
SPBE

c. Kerja nyata v.s Rencana Kerja
Sampai dengan masa berakhirnya kinerja tahun 2024, aspek penerapan
manajemen SPBE dan aspek audit TIK telah sesuai dengan target yang di rencanaka

dalamkegiatan yang telah dilaksanakan dengan masiaging indikator yaitu:

1. ASPEK PENERAPAN MANAJEMEN SPBE

a. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE

denpasarkota.go.id @denpasarkota @n@d denpasarkota



b. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi

@ >

c. TingkatKematangan Penerapan Manajemen Aset TIK

denpasarkota.go.id @denpasarkota @n@d denpasarkota




2. ASPEK AUDIT TIK

a. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE

b. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE

(2,
"E\,

4. Sasaran 4 : Meningkatnya Kematangan Layanan SPBE,
dengan indikator : Nilai Indeks layanan SPBE

a. Penjelasan umum sasaran dan Indikator (satuan)
Sasaran Strategis yang telah ditentukan adalah Meningkatnya kematangan Layanal
SPBE dengan Indikator Kinerja (satuan) adalah Nilai Indeks Layanan SPBE, dalam
penerapannya dilakukan melalui aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis
Elektronik dan aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik dimana indikatornya terdiri

dari :

1. ASPEK LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK
a. Tingkat Kematangan Layan Perencanaan

b. Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran
c. Tingkat Kematangan Layanan Keuangan
d

. Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

denpasarkota.go.id @denpasarkota @n@d denpasarkota




. Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian

P

Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis
Tingkat Kematangan Layan&engelolaan Barang Milik Negara / Daerah

= «Q

Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah

Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

J.  Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai

2. ASPEK LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK
a. TingkatKematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
b. Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka
c. Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (JDIH)
d. Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1
e. Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2

f. TingkatKematangan Layanan Publik Sektor 3

b. Instrumen / cara perhitungan indikator
Tujuan indikator ini adalah untuk mendukung kelancaran proses informasi dan
komunikasi di Kota Denpasar. Sasaran untuk tahun-2026 adalah Menerapkan
Layann SPBE. Formulagberhitungan capaian indikator yang digunakan adalah
dengan mel akuk an Nilieppmbbbatanadomaimd4 n Hayanan o0
S P B Enasingmasing indicator yaitu dengan hasil capaian indicator sebagai berikut:
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Tabel 6
Layanan SPBE

DOMAIN
LAYANAN

Penilaian |Nilai Tingka
No. Indikator Mandiri | Kematangg
2024 2024
1. ASPEK LAYANAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK
1 | Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan 5 4
2 | Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran 3 4
3 | TingkatKematangan Layanan Keuangan 3 4
4 | Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang 5 4
Jasa
5 | Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian 5 4
6 | Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis 4 4
Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Baran
7| Milik 3 3
Negara / Daerah
8 Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan 3 4
Internal Pemerintah
9 Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kiner| 3
Organisasi
10 | Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai 5 4
2. ASPEK LAYANAN PUBLIK BERBASIS
ELEKTRONIK
1 Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelaya 5 4
Publik
2 | Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka 3 4
3 Tingkat Kematangan Layanan Jaringan 3 5
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
4 | Tingkat Kematangan Layandublik Sektor 1 5 5
5 | Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2 5 5
6 | Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3 5 5

c. Kerja nyata v.s Rencana Kerja

Sampai dengan masa berakhirnya kinerja tahun 2024, aspek aspek Layanar
Administrasi PemerintahaBerbasis Elektronik dan aspek Layanan Publik Berbasis
Elektronik telah sesuai dengan target yang di rencanakan dalam kegiatan yang telal
dilaksanakan dengan masinwasing indikator yaitu:

1. ASPEK LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

a. TingkatKematangan Layanan Perencanaan

[ D B E T X
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2. ASPEK LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK

a. Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik

@

AAAAAA

..........

........

Paraintan/cariangiacen

Dari uraian tersebut diatas, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis secara rinci de

dilakukananalisis capaian kinerja yaitu sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Hasil capaian perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024, dapat dilihat p:

tabel dibawah ini

TABEL PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA
2023 2024
NO | TUJUAN/SASARAN INDIKATOR TARGET | REALISASI % TARGET | REALISASI %
KINERJA CAPAIAN CAPAIAN
Tujuan : Optimalnya | Indeks SPBE
Sistem Pemerintahar
Berbasis Elektronik
SASARAN
1 | Meningkatnya Nilai Indeks 3.40 3.60 105% 3.60 4,10 113.89%
kematangan kebijakan
kebijakan SPBE SPBE
2 | Meningkatnya Nilai Indeks 3.60 3.50 97% 3.75 3,90 104%
kematangan tata tata Kelola
Kelola SPBE SPBE
3 | Meningkatnya Nilai Indeks 2.60 3.45 132% 2.80 3,27 116.78%
kematangan manajemen
manajemen SPBE | SPBE
4 | Meningkatnya Nilai Indeks 3.75 4.14 110% 3.85 4,20 109%
kematangan layanan
layanan SPBE SPBE
Capaian indikator kinerja pada sasaran str

dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024 dengan indikator sasaran Nilai Indeks kebija
SPBE adalah 3.60, sasaran strategis 2 Meningkatnya kematangan te&RE8B dengan indikator
sasaran Nilai Indeks tata Kelola SPBE add@#&0,sasaran strategis 3 Meningkatnya kematangan
manajemen SPBE dengan indikator sasaran Nilai Indeks manajemen SPBE3a2ialaasaran
strategis 4 Meningkatnya kematangan layananESéhgan indikator sasaran Nilai Indeks layanan
SPBE adalaH,20 pelaksanaan evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrun

yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasal
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Permenpan RB Nomdb9 tahun 2020. Berdasarkan hasil pemantauan Menp
indeks Pemerintah Kota Denpasar dengan domain kebijakan SPBE 4d@lalomain tata kelola
SPBE adalal8,90, domain manajemen SPBE adala/27 domain layanan SPBE adald{®R0,
dengardemikian capaian target indikator sasaran tersethesar 3.96 (102.85%) dengan kategori
Sangat TinggiHasil pencapaian indeks domain tersebut merupakan salah satu kontribusi dale
pencapaian nilai Indeks SPBE Pemerintah Kota Denpasar yang menj&ditondujuan Dinas
Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar,serta masuk dalam Indikator Kinerja Daer:
(IKD) Walikota Denpasar. Nilai Indeks SPBE hasil pemantauan Menpan RB yaitu 3.96 dan mas
dalam kategori Sangat Tinggi. Bila dibandingkan dentarget pada RPJMD 202026, target
indeks SPBE sebesar 3.85 (tahun 2024) sehingga untuk capaian tujuan Dinas Komunik
Informatika dan Statistik Kota Denpasar dan salah satu sasaran dari RPJMD Kota Denpasar t
memenuhi target.

Pencapaian Indikatdrujuan Diskominfo / Indikator Sasaran RPJMD Kota Denpasar

No| Indikator Tujuan Diskominfos/ | Target Realisasi % Capaian
Indikator Sasaran RPIJMD
1 Indeks SPBE 3.85 3.96 102.85%

Dari table tersebut dapat diuraikan kekuatan dan kelemahan dari pelaksanaan SPBE di K
Denpasar dengan indicator Indeks SPBE yaitu :

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBidang
dipenuhi oleh Pemerintah Kota Denpasar adalah dengan adanya Kebijakan Internal Arsitek
SPBE ,Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE, Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijak
Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Rebijakan
Internal Layanan Jaringan Intra , Kebijakan Internal penggunaan Sistem Penghubung Layan
Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit Teknologi
Informasi dan Komunikasi, Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBEikiator 110)

[ Kekuatan

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal Arsitekit
SPBE , Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE, Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijak
Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kekga Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan
Internal Manajemen Keamanan Informasi (Indikator 1,2,3,4,5,8) menjadi kekuatan dalar
penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Denpasar. Kebijakan Internal Arsitektur SPBE d
Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE, dilxak dengan adanya KEPUTUSAN WALIKOTA
DENPASAR NOMOR 188.45/ 89 /HK/2022 TENTANG ARSITEKTUR DAN

ETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTPRONIK sebagai dasar
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Rencana SPBE. Kebijakan Internal Manajemen Data dan Kebijakan In

Aplikasi SPBE serta Kebijakan Internal Layanan Pusat Data dan Kebijakan Internal Manajeme
Keamanan Informasi pada Pemerintah Kota Denpasar, diatur dalam PERATURAN WALIKOTA
DENPASAR NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

[ Kelemahan

Pemerintah Kota Denpasar tidak memiliki kelemahan pada aspek Kebijakan Internal Tata Kelc
SPBE

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan peapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi ol
Pemerintah Kota Denpasar adalah dengan adanya Arsitektur SPBE , Peta Rencana SPBE,
Inovasi Proses Bisnis SPBE (Indikator 11,12,14)

[J Kekuatan

Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBHlapat terlihat adanya Peta Rencana SPBE, dan
Inovasi Proses Bisnis SPBE (Indikator-12) menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada
Pemerintah Kota Denpasar. Peta Rencana SPBE dibuktikan dengan adanya dokumen F
Rencana SPBE. Serta Inovasi Proses BISRBE dibuktikan dengan adanya dokumen proses
bisnis yang sudah dimutakhirkan.

[ Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kota Denpasar masih belum memiliki dokumen keterpadue
rencana dan anggaran, dimana tidak ditemukan adanya dokumen keterpaduan dancana
anggaran atau bukti dukung yang disampaikan.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang suc
dipenuhi oleh Pemerintah Kota Denpasar adalah dengan adanya Pembangunan Afikasi SP
Layanan Pusat Data, layanan jaringan intra , penggunaan sistem penghubung layanan (Indik
15,16,17,18)

[ Kekuatan

Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi ini dapat terlihat adanya Pembangunan Aplike
SPBE, Layanan Pusat Data, layanan jaringéma (Indikator 15,16,17) menjadi kekuatan dalam
penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Denpasar. Pembangunan Aplikasi SPBE dibuktil
dengan
adanyalaporan_Monitoring_Evaluasi_Aplikasi,Alur_SOP_Sistem_WBS,Dokumen_Panduan_
se_WBS_Dokumen_Perancangan_SisteB) IBspektorat,Laporan_penandatanganan_BA_pen

ghapusan_subdomain_dan_hosting, Standarisasi_Aplikasii dataitain.ayanan Pusat Data

pada Pemerintah Kota Denpasar, dimana tercantum dalam dokumen

denpasarkota.go.id @denpasarkota @n@d denpasarkota

pusat data berupa S



Layanan Data Center, Dokumen Kredensgta Tindak Lanjut Maintenence Pu
Jaringan Intra pada Pemerintah Kota Denpasar, dimana tercantum dalam dokumen jaringan ir
sesuai data dukung : Laporan Monev Jaringan, Topologi jaringan, Laporan Link VPN dan lair
lain.
[J Kelemahan
Penerintah Kota Denpasar tidak memiliki kelemahan pada aspek Teknologi Informasi da
Komunikasi
D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi
Pemerintah Kota Denpasar adalah dengan adanya pelakstimadwoordinasi SPBE dan
kolaborasi penerapan SPBE (Indikator2®)
[J Kekuatan
Pada Aspek Penyelenggara SPBE ini dapat terlihat adanya pelaksanaan tim koordinasi SPBE
kolaborasi penerapan SPBE (Indikator2l menjadi kekuatan dalam penerapan SPBia pa
Pemerintah Kota Denpasar . Pelaksanaan tim koordinasi SPBE dibuktikan dengan adar
dokumen Evaluasi SPBE Internal, Surat_Undangan_FGD SPBE, Notulen Rapat Final Pl
Laporan PM SPBE_2024, SK Tim Evaluator SPBE, SK Tim Pengarah_SPBE 2019, Notule
Rapat Pesiapan Interviu SPBE 2021 dan ld&n. Kolaborasi penerapan SPBE dibuktikan
dengan adanya dokumen peta jalan, PERJANJIAN_KERJASAMA BAPENDA DENGAN BPD
2020, Surat Undangan Pembahasan Pagi Denpasar, Notulen rapat pembahasan grand de
Grand Design Apkasi On Boardin Pelayanan, dan kam.
[ Kelemahan
Pemerintah Kota Denpasar tidak memiliki kelemahan pada Aspek Penyelenggara SPBE.
E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang sudah dipe
oleh Pemerintah Kota Denpasar adalah dengan adanya Penerapan Manajemen Resiko SP
Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manaje
Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahi
PenerapaManajemen Perubahan, Penerapan Manajemen Layanan SPBE (Indika8)r 21
[J Kekuatan
Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini dapat terlihat adanya Penerapan Manajemen Re
SPBE, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompet
Sumber Daya Manusia, (Indikator 21,23,24, 25) menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE p:
Pemerintah Kota Denpasar. Penerapan Manajemen Resiko SPBE dibuktikan dengan ada
dokumen Petunjuk Penyelengaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Perwal2 Nome

Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Resiko, Dokumen Manajemen Resiko SPI
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Penetapan Resiko Strategis, ldentifikasi Resiko Strategis, Hasil Analisis

Analisis Resiko. Penerapan Manajemen Data dibuktikan dengan adanya PerwaleKpésdd
No 73 Th 2019 Tentang Satu Data Daerah, Laporan Forum Data, LAPORAN PELAKSANAAN
PERWALI, Surat undangan Forum Satu Data danlEm Penerapan Manajemen Aset TIK
dibuktikan dengan adanya Pakta Integritas Aset TIK SOP Penghapusan Aset dan Sf
Pengelolaan Aset. Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia dibuktikan dengan adar
Analisis_Kebutuhan_Dikldtlraian_Jabatan_Dinas_Kominf@lahaan_Staf Peningkatan_Kom
petensi_SDM., Disposisi Peningkatan Kompetensi SDM, Pelaksanaan Peningkatan Kompete
SDM, Laporan Pelaksanaan GCIO, Laporan Bimtek Sistem Kapasistas SDM Cloud, Renak
Pengembangan SDM Tahun dan {&m.
[J Kelemahan
Namun disisi lain, Pemerintah Kota Denpasar masih memiliki kelemahan pada indicatc
Penerapan Manajemen Pengetahuan karena lme&miliki pedoman manajemen pengetahuan.
F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK yang sudah dipenuhi
Pemerintah Kota Denpasar adalah dengan adanya Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPI
Pelaksanaan Audit@likasi SPBE, Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE (Indikator 29, 30, 31)
[ Kekuatan
Pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK ini Pemerintah Kota Denpasar belum memiliki kekuatan
sehingga semua indikator yang meliputi Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksana
Audit Aplikasi SPBE, Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE harus ditingkatkan.
[ Kelemahan
Pemerintah Kota Denpasar tidak memiliki kelemahan pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK.
G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan peneragzada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis
Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Denpasar adalah dengan adanya Laya
Perencanaan, Layanan Penganggaran Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan
Layanan Kepegawaian Layam Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layana Akuntabilitas Kine
Organisasi, Layanan Kinerja Pegawai (Indikato#32
[ Kekuatan
Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Bexlisktronik ini dapat terlihat adanya
Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan B
dan Jasa, Layanan Kepegawaian Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengawasan Inte

Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Ongasi, Layanan Kinerja Pegawai menjadi

kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Denpasar. Layanan Perencan
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Layanan Penganggaran Layanan Keuangan sudah menggunakan SIPD. E st
ditingkatkan sampai pada pembuatan kebijakan terhaasipreview. Layanan

kepegawaian sudah terintegrasi dengan SIASN. Layanan kearsipan dinamis sudah menggune
SRIKANDI, layanan pengawasan internasl sudah menggunakan aplikasi WBS

yang terintegrasi dengan aplikasi SIMAKDIHATI. Layanan Akuntabilitas Kanéyganisasi
sudah menggunakan aplikasiSAKIP yang terintegrasi secara nasional. Layanan Kinerja
Pegawai sudah terintegrasi dengan aplikasi WBS.

[J Kelemahan

Pemerintah Kota Denpasar pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektro
tidak memiliki kelemahan.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang su
dipenuhi oleh Pemerintah Kota Denpasar adalah dengan adanya Layanan Pengaduan Pelay
Publik, Layanan Data Teulia, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan
Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2, Layanan Publik Sektor 3. (Indika#r)42

[J Kekuatan

Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Pengadu
Pelayana Publik, Layanan Data Terbuka, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2, Layanan Publik Sektor 3. (Indikat@y 42
menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Denpasar. LayamhraiPenga
Pelayanan Publik menggunakan SPAN LAPOR, Layanan Data Terbuka

menggunakan https://dota.denpasarkota.go.id sudah terintegrasi dengan layanan lain, Jarin
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sudah terintegrasi dengan JDHIN dengan ac
perbaikan fitu terhadap hasil reviu, Sedangkan Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sekic
2, Layanan Publik Sektor 3 sudah menggunakan RB Tematik sehingga sudah maksimal.

(] Kelemahan

Pemerintah Kota Denpasar pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronikmieta#iki
kelemahan.

REKOMENDASI

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, dan layanan SP
akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Pemerintah Kota Denpasar. Adapun dari h
evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadagmé&intah Kota Denpasar, sudah dapat
menggambarkan predikat sangat baik dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat bebe
keunggulan dan kelemahan. Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Kebijakan Interr
Layanan Jaringan Intra dapat ditinglatiktiingkat kematangannya dengan mengatur interkoneksi

Layanan Jaringan Intra pemkot Denpasar dengan Jaringan Intra Pemerintah lainnya. Kebijal
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Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan dengan mengantur

Penghubung Layanan pemko¢iipasar dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah lainnyz
Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi perlu dijalankan tindak lanjutnya terhads
hasil reviu yang sudah dilakukan. Sedangkan Kebijakan Internal Audit TIK perlu diperbarui revi
dan evaliasiya. Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE perlu dilakukan reviu dan evaluasinya
Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE, Arsitektur SPBE perlu diperbarui reviu dan evaluasir
Peta Rencana SPBE perlu dijalankan tindak lanjut dari hasil reviu yangh suda
dilakukan.Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE perlu dilakukan dengan mengkonsultasi
anggaran SPBE kepada unit TIK. Pemkot Denpasar perlu melakukan perbaikan Inovasi Pro
Bisnis yang diterapkan ke dalam sistem elektronik/ sistem aplikasi selnagdilanjut hasil reviu

dan evaluasi. Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penggunaan SPL perlu adar
Proses Reviu dan Evaluasi secara berkala. Pada Aspek Penyelenggara SPBE, perlu dilaksan
tindak lanjut berdasarkan reviu dan evaluasinydaPe&spek Penerapan Manajemen SPBE , reviu
dan evaluasi yang sesuai dengan substansi indikatornya perlu dilakukan pada indikator Penere
Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Perubahan dan Penerapan Manaje
Layanan SPBE. Pada Aspek PelaksanAudit TIK, kegiatan Audit perlu dilaksanakan oleh
auditor TIK/Sistem Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi.
Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, Layanan Perencana
Penganggaran dan Kewgan, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanar
Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Layanan Kinel
Pegawai perlu meningkatkan atau menambah kebijakan terkait layanan atau helpdesk un
menindaklanjuti bsil reviu yang dilakukan. Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerar
perlu diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya. Pada Aspek Layanan Publik Berba:
Elektronik, Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, perlu ditingkatk:
denganlayanan helpdesk atau perbaikan kebijakan yang mendukung layanan berdasarkan re

yang dilakukan.
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Tirgk=: Koamatengan Pelak=anaan Auedit .ﬁplil:a:l SEBEE
Ting k=1 Famat=ngan Pelak=anaan Suisdit Kassman=n =PBE
Tireg k=1 Kamatangan Layanan Parcncanaan
Tirng k=1 Famat=ngan Layanan Famgsmggaran
Tirg k=t Kamat=ngan Layanan Kawuamngan
g k=t Kamat=ngan Layanan Pamgadaan Earang dan Jdasa
Tireg k=2 Flamat=ngan Layanan Kapaoassaaian
Tireg k=2 Famat=ngan Layanan Kass=sipan Dinames
Tireg k=2 Famatangan Layanan Fargedciaan Barang Miik Negara f Daceah
Tireg k=1 Kamatangan Layanan Pargas=san Intarnal Pemernrinzah
Tirgk=: Kamatangan Layanan Scumtabdites Kinona COroganisas
Tireg k=1 Kamat=ngan Layanan Fmerja Poogavezi
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g k=T Kamat=ngan Layanan Parngadoean Paelayanan Publikc
Tireg k=2 Famat=ngan Layanan Data Tarbuk=
Tireq k=% Foamatanagan Layanan Janmg=n Dokuamsansa=i1 can Infonmaess
Tireg k=2 Kamat=ngan Layanan Publik Sakbar 1
Tireg k=% Famat=ngan Layanan Fublik Saktar 2
Tirgk=t Kamatangan Layanan Publik Sakrar 2
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2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberap:
tahun terakhir;
Realisasi kinerja serta capaian kinerja dari tal021 sampai dengan tahun 2024
mengalami kenaikan capaian kinerjanya. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pa
tabel berikut.

SASARAN | INDIKATOR TARGET REALISASI

STRATEGIS

2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Meningkatnya Nilai Indeks 3,00 3,20 3,40 3.60 3,00 5.00 3.60 4,10
kematangan kebijakan SPBE
kebijakan SPBE
Meningkatnya Nilai Indeks tata 3,30 3,45 3.60 3.75 3,30 3.40 3.50 3,90
kematangan tata Kelola SPBE
Kelola SPBE
Meningkatnya Nilai Indeks 2,18 2,40 2.60 2.80 2,18 3.18 3.45 3,27
kematangan manajemen
manajemen SPBE | SPBE
Meningkatnya Nilai Indeks 3,55 3,65 3.75 3.85 3,55 3.64 4.14 4.20
kematangan layanan SPBE
layanan SPBE
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Keterangan :

CAPAIANINDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIE A DAN STATISTIKKOTA
DENPASAR

Badlai Indaks
e najemen SPEE

5

Meningksinya ik Indekes
kgratan gan Layanas SPEE
| rymercan 5EE

Ezputusan MenpanRBE
Ma_ Tahun 2024

Kaputusan Menpan®k
M 108 Tuhun J0E3

ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA
DENPASAR

g
Meningkatoya | Niai Indeks
kematangan kebijakan SPAE

No 108 Tahun 2023

Untuk tahun 2022 Secara umum terjadi peningkatan nilai indeks semulde®\@an predikat Baik
menjadi 3,68 dengan predikat Sangat Baik, Adapun capaian domain dan aspek SPBE sebagai ber
A Dari 8 Aspek SPBE, terdapat 2 aspek mengalami penurunan nilai yaitu aspek Perencar
Strategis SPBE dan aspek Layanan Administrasi Petaban.
A Perencanaan Strategis meliputi arsitektur, peta rencana, dan rencana anggaran SPBE.Peme
Kota Denpasar telah menyusun Arsitektur dan Peta Rencana SPBE pada tahun 2021 \
2022 dengan Surat Keputusan Waligotar N
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188.45/89/HK/2022. Namun demikian, secara nasional pedoman Arsite

SPBE baru ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2022, sedangkan batas submit doku

penilaian tanggal 29 Juli 2022 sehingga penyesuain dokumen Arsitektur dan RedneRe

SPBE mengacu pedoman nasional belum dapat disubmit ke system penilaian. Terkait laya

administrasi pemerintahan

Domain SPBE

5,00

3,50 %40
=00

NILAI
G KB N W ok W

KE BLLA KA N TATA KELOLA  MMAMNAJE

MNILAI DORMMAIN 2021

Aspek SPBE

4,50

NILAI

MILAI ASPEK 2021

3,18
2‘1SI I

MEM

- LA DOMAIN 2022

2,553,643

LAY AN AN

A Terkait Layanan Administrasi Pemerintahan terkendala pada integrasi sistem / aplikasi ye

dikeluarkan oleh pusat, seperti sisteewangan dan layanan pengadaan barang dan jasa, ser

integrasi layanan sistem kepegawaian

Mengingat status Pemerintah Kota Denpasar sebagai Kandidat Pemantauan Tambe

Evaluasi SPBE, maka tidak dilaksanakan wawancara / visitasi / harmonisasi sehing

kesempatan untuk memberikan penjelasan terkait bukti dukung dokumen, memperba

dokumen / revisi bukti dukung tidak dapat dilaksanakan sebagaimana penilaian evaluasi SF

tahun sebelumnya.
Saran Tindak :
a.

Melakukan penyesuaian arsitektur dan peta rencana 8ieBgacu pada pedoman nasional

dengan melibatkan seluruh perangkat daerah agar perencanaan anggaran kegiatan S

berdasarkan pada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE

. Melibatkan unsur pengelola TIK untuk peningkatan aspek perencanaan strategis SPBE au

rencana anggaran SPBE yang diajukan perangkat daerah mengacu pada Peta Renc

SPBE
Melaksanakan monev dan menindaklanjuti

aplikasi yang dikelola perangkat daerah agar

hasil monev untuk meningkatkan fungs

dapat terintegrasi dengan layanan lainnya.
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Untuk tahun 2023 :

INDEKS SPBE & PEMERINTAH KOTA 3,8
DENPASAR (Sangat Baik)

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

1 Aspek SPBE Target Aspek SPBE Indeks
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

5

Layanan Publik Berbasis Elektronik 4 Perencanaan Strategis SPBE
Layanan AdPem Berbasis Elektronik ) Teknologi Informasi dan Komunikasi
Audit TIK Penyelenggara SPBE

Penerapan Manajemen SPBE

Nama Indeks Nilai 2023
SPBE 3,8
Domain Kebijakan SPBE 3,60

Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE 3,60
Domain Tata Kelola SPBE 3,50
Perencanaan Strategis SPBE 3,00
Teknologi Informasi dan Komunikasi 4,00
Penyelenggara SPBE 3,50
Domain Manajemen SPBE 3,45
Penerapan Manajemen SPBE 3,50
Audit TIK 3,33
Domain Layanan SPBE 4,14
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik 3,80
Layanan Publik Berbasis Elektronik 4,67
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Untuk tahun 2024

INDEKS SPBE - PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Nama Indeks

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

Nilai 2024
SPBE 3,96
Domain Kebijakan SPBE 4,10
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE 410
Domain Tata Kelola SPBE 3,90
Perencanaan Strategis SPEE 300
Teknologi Informasi dan Komunikasi 450
Penyelenggara SPBE 450
Domain Manajemen SPBE 327
Penerapan Manajemen SPBE 3,50
Audit TIK 267
Domain Layanan SPBE 420
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik 390
Layanan Publif: Berbasis Elekironik 467

3.  Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
Penjelasanperbandingan realisasi kinerja hingga Tahun 2024 dengan target jangk
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dil

pada tabel berikut.
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NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR CAPAIAN (TARGET TINGKAT
KINERJA 2024 AKHIR TAHUN KEMAJUAN
2026)
1 2 3 4 5 6=4/5*100
1 Optimalnya Sistem Indeks SPBE
Pemerintahan Berbas
Elektronik
Meningkatnya kematangan Nilai Indeks kebijakan 0
kebijakan SPBE SPBE 113.89% 100% 113.89%
Meningkatnya kematangan tata | Nilai Indeks tata 0,
Kelola SPBE Kelola SPBE 104% 100% 104%
Meningkatnya kematangan Nilai Indeks 100%
manajemen SPBE manajemen 116.78% 116.78%
SPBE
Meningkatnya kematangan Nilai Indeks layanan 0,
layanan SPBE SPBE 109% 100% 109%

berdasarkan tabel tersebut bahwa dmpat (4) sasaran kinerja diukur atau dengan
menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikat
menjadi 47 indikator yang berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 tahun 2020. Pada tar
akhir jangka menengah yang terdapat dalam dekuperencanaan strategis organisasi ,
targetnya 100%. sedangkan capaian indikator hingga tahun 2024 sebesar 102.85%. Den

demikian nilai pencapaiannya telah memenuhi target akhir jangka menengah.

4.  Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan staPtasinsi dan Nasiongjika ada);
NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR REALISASI STANDAR | STANDAR %CAPAIAN %CAPAIAN
KINERJA TAHUN 2024 | PROVINSI | NASIONAL DENGAN DENGAN
PROVINSI NASIONAL
1 2 3 4 5 6 7=4/5*100 | 8=4/6*100
1 Optimalnya Sistem| Indeks SPBE| 3.96 4.30 3.12 92% 126%
Pemerintahan
BerbasisEElektronik
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja se
alternatif solusi yang telah dilakukan
TABEL ANALISIS KEBERHASILAN, KEGAGALAN, DAN SOLUSI
NO TUJUAN/ INDIKATO TARGET | REALISASI % ANALISIS SOLUSI YANG
SASARAN R KINERJA CAPAIAN KEBERHASILAN/ DILAKUKAN
KEGAGALAN
1 Optimalnya Indeks
Sistem SPBE
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik
Meningkatnya Nilai Indeks 3.60 4,10 Terpenuhinya Peningkatan
. 113.89%
kematangan kebijakan pelaksanaan pelaksanaan
kebijakan SPBE | SPBE kebijakan SPBE kebijakan SPBE
Meningkatnya Nilai Indeks 3.75 3,90 104% Terpenuhinya Peningkatan
kematangan tata | tata Kelola pelaksanaan tata pelaksanaan tata
Kelola SPBE SPBE kelola SPBE kelola SPBE
Meningkatnya Nilai Indeks 2.80 3,27 Terpenuhinya Peningkatan
kematangan manajemen 116.78% | pelaksanaan pelaksanaan
manajemen SPBE manajemen manajemen SPBE
SPBE SPBE
Meningkatnya Nilai Indeks 3.85 4,20 109% Terpenuhinya Peningkatan
kematangan layanan pelaksanaan pelaksanaan
layanan SPBE SPBE layanan SPBE layanan SPBE
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Dari table tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa Analisis kesenjanga
dilakukan untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan antara kondisi target yarmtcakan
dengan kondisi saat ini yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam peneray
layanan SPBE. ldentifikasi terhadap adanya kesenjangan ini dapat menjadi feedback uni
rekomendasi tindak lanjut dalam rangka perbaikan penerapan layBBdh & lingkungan
Pemerintah Kota Denpasar. Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja sasaran ini an
lain:

(1) Terpenuhinya pelaksanaan kebijakan SPBE

(2) Terpenuhinya pelaksanaan tata kelola SPBE

(3) Terpenuhinya pelaksanaan manajemen SPBE

(4) Terpenuhinya pelaksaan layanan SPBE

(5) Optimalnya Tim Koordinasi SPBE

Terkait hal tersebut, maka upaypaya agar meningkatkan capaian kinerja sasaran ini yaitu
antara lain :

1. Aspek perencanaan strategis SPBE dapat ditingkatkan dengan menyusun dokumen
perencanaan SPBE lainnyseperti kebijakan Peta Rencana SPBE Instansi,
kebijakan manajemen data, kebijakan pembangunan aplikasi SPBE, kebijakan
layanan Pusat Data, dan kebijakan layanan jaringan intra instansi.

2. Aspek penyelenggara SPBE dapat ditingkatkan dengan melakukan rengsyTum

Koordinasi SPBE yang telah ada dengan program kerja yang terencana.
. Peningkatan pelaksanaan kebijakan SPBE
. Peningkatan pelaksanaan tata kelola SPBE
. Peningkatan pelaksanaan manajemen SPBE

o O A~ W

. Peningkatan pelaksanaan layanan SPBE

6. Analisis atagfisiensi Penggunaan Sumber Daya (anggaran);

1 Optimalnya Sistem | Indeks
Pemerintahan SPBE
Berbasis Elektronik
Meningkatnya 3.60 4,10 113.89% 3604910000 257101500] 71.32 103389500
kematangan
kebijakan SPBE
Meningkatnya 3.75 3,90 104% 4706367000 3338309434 70.93 1368057566
kematangan tata
Kelola SPBE
Meningkatnya 2.80 3,27 116.78% 2463750000 135888700| 55.15 110486300
kematangan
manajemen SPBE
Meningkatnya 3.85 4,20 109% 13806940352 10898539931 78.93 2908400421
kematangan
layanan SPBE
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7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja).

Tabel analisis keberhasilan deggagalan program/kegiatan/sub kegiatan

NO

TUJUAN/SASARAN

INDIKATOR
KINERJA

CAPAIAN
%

PROGRAM/KEGIATAN
DAN SUB KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA

CAPAIAN
%

MENUNJANG/
TIDAK
MENUNJANG

Optimalnya Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik

Indeks SPBE

Meningkatnya
kematangan kebijakan
SPBE

Nilai Indeks
kebijakan
SPBE

113.89%

Sinkronisasi Pengelolaa
Rencana Induk dal
Anggaran Pemerintahal
Berbasis Elektronik

71.32

Menunjang

Meningkatnya
kematangan tata Kelola
SPBE

Nilai Indeks
tata Kelola
SPBE

104%

Pengelolaan Konten da
Perencanaan Medi
Komunkasi Publik

96.82

Menunjang

Pengelolaan Medig

Komunikasi Publik

69.20

Menunjang

Layanan Hubungan Medi

75.70

Menunjang

Penguatan Kapasitg
Sumber Daya Komunikag
Publik

99.71

Menunjang

Penyelenggaraan

Hubungan  Masyaraka
Media dan Kemitraar
Komunitas

86.51

Menunjang

Penyelenggaraan Siste
Jaringan Intra Pemerintag
Daerah

72.59

Menunjang

Pengembangan
dan Proses
Pemerintahan
Elektronik

Aplikag
Bisni
Berbas

66.26

Menunjang

Siste
Layana|

Penyelenggaraan
Penhubung
Pemerintah

52.77

Menunjang

Pengembangan da
Pengelolaan Sumber Day
Teknologi Informasi dar
Komunikasi Pemerintal
Daerah

23.47

Menunjang

Meningkatnya
kematangan
manajemen SPBE

Nilai Indeks
manajemen
SPBE

116.78%

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengumpulan,
Pengolahan, Analisis, da
Diseminasi Data Statisti

Sektoral

99.18

Menunjang

Membangun Metadat

Statistik Sektoral

98.43

Menunjang

Penyediaan
Keamanan
Pemerintah
Kabupaten/Kota

Layana|
Informas
Daeral

16.37

Menunjang

Meningkatnya
kematangan layanan
SPBE

Nilai Indeks
layanan
SPBE

109%

Penyediaan Gaji da
Tunjangan ASN

71.65

Menunjang

Penyediaan Peralatan d

Perlengkapan Kantor

90.60
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Penyediaan  Peralatan Menunjang
Rumah Tangga
Penyediaan Baran 73.67 Menunjang
Cetakan dan Pengganda
Penyelenggaran Rap 74.22 Menunjang
Koordinasi dan Konsultas
SKPD
Penyediaan Jas 84.96 Menunjang
Pemeliharaan, Biay
Pemeliharaan dan Paja
Kendaraan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatal
Pemeliharaan  Peralatg 85.88 Menunjang
dan Mesin Lainnya
76.52 Menunjang
Tabel. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan
1 PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB ANGGARAN REALISASI CAPAIAN %
KEGIATAN
1 | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana In¢ 360.491.000 257.101.500 71.32
dan Anggaran Pemerintahan Berba
Elektronik
2 Pengelolaan Konten dan Perencan| 150.750.000 145.950.000 96.82
Media Komunkasi Publik
3 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik| 366.576.000 253.680.436 69.20
4 | Layanan Hubungan Media 22.350.000 16.920.000 75.70
5 | Penguatan Kapasitas Sumber Dg 398.921.000 397.775.000 99.71
Komunikasi Publik
6 Penyelenggaraan Hubungan Masyara| 41.150.000 35.600.000 86.51
Media dan Kemitraan Komunitas
4 Penyelenggaraan Sistem Jaringan I 2.982.895.000 2.165.183.998 72.59
Pemerintah Daerah
8 Pengembangan Aplikasi dan Prog 274.000.000 181.550.000 66.26
Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektron
9 | Penyelenggaraan Sistem Penghub| 107.200.000 56.570.000 52.77
Layanan Pemerintah
10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sun 362.525.000 85.080.000 23.47
Daya Teknologi Informasi da
Komunikasi Pemerintah Daerah
11 | Koordinasi dan Sinkronisag 51.350.000 50.926.500 99.18
Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, ¢
Diseminasi Data Statistik Sektoral
12 | Membangun Metadata Statistik Sektorg 64.625.000 63.612.200 98.43
13 | Penyediaan Layanan Keaman 130.400.000 21.350.000 16.37
Informasi Pemerintah Daerg
Kabupaten/Kota
14 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8.050.343.663 5.767.929.711 71.65
15 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkd 4.684.051.784 4.243.761.930 90.60
Kantor
16 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga| 157.107.468 129.556.280 82.46
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17 | Penyediaan Barang Cetakan @ 48.128.150 35.458.100 73.67
Penggandaan
18 | Penyelenggaran Rapat Koordinasi ¢ 156.500.000 116.149.960 74.22
Konsultasi SKPD
19 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bi 517.791.836 439.914.550 84.96
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan D
atau Kendaraan Dinas Jabatan
20 | Pemeliharaan Peralatan dan Mel 193.017.451 165.769.400 85.88
Lainnya
19.120.173.352 14.629.839.565 76.52
Dari table tersebut diatas dapat di jelaskan bahwa Analisis program/kegiatan yang menunjan
keberhasilan ataupun kegagalp@encapaian pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja yang
menunjang sasaran strategis adalah sebagai berikut :
Dalam mencapai sasaran strategis didukung oleh 5 (lima) program 8 (delapan) kegiatan dan 2
(dua puluh) sub kegiatan, dengan total anggarani®p20.173.352,0atau 100% dari anggaran
total Belanja, dengan capaian realisasi keuangan sebesk.639.839.565,0atau 76.52% dan
realisasi fisik 100%, terdapat efisiensi/sisa anggaran sebesar Rp. 4,490,333,787,00
TOLAK SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2024
PROGRAM/KEGIATAN/ UKUR DAN RENCANA 1 SISA
NO SUB KEGIATAN TARGET TH TARGET RIS ANGGARAN
KINERJA Fisik Keuangan Fisik Keuangan
KERJA
Program Penunjang
1 Urusan Pemerintahan
DaerahKabupten/Kota
Kegiatan Administrasi
1 Keuangan Perangkat
Daerah
1 Penyediaan Gaji dan g:;b?zijr;lzga(;naji 100% 100%
Tunjangan ASN ASN 8.050.343.663 * | 8.050.343.663 °| 5767.920.711 | 634.247.847
2 Kegiatan Administrasi
Umum Perangkat Daerah
Terpenuhinya N 0
Kebutuhan 4.684.051.784 | 100% | 4 684 051.784 | 100% | 4243 761.930 | 220.268.758
Penyediaan Peralatan dan | peralatan dan
Perlengkapan Perlengkapan
Kantor Kantor Perangkat
Daerah
Penyediaan Peralatan Terpenuhinya 100%
Rumah Tangga Kebutuhan 157.107.468 157.107.468 129.556.280 11.848.730
Peralatan Rumah )
Tangga 100%
Perangkat
Daera
Penyediaan Barang Terpenuhinya 100%
Cetakan dafrengadaan Barang Cetakan 48.128.150 48.128.150 35.458.100 20.824.602
dan Pengadaan 100%
Perangkat
Daera
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Penyelenggaraan Rapat

Terpenuhinya

100%

Koordinasi dan Konsultasi | Kebutuhan Rapat | 156.500.000 156.500.000 116.149.960 4
SKPD Koordinasi dan 100%
Konsultasi SKPD
Kegiatan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Penyediaan Jasa Terpenuhinya 100% 100%
Pemeliharaan, Biaya Kebutuhan 517.791.836 517.791.836 439.914.550 34.846.490
Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaan,
Kendaraan Perorangan Biaya dan Pajak
Dinas/Kendaraan Dinas Kendara
Jabatan Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Perangkat
Daerah
Pemeliharaan Peralatan Terpenuhinya 100% 100%
dan Mesin Lainnya Kebutuhan 193.017.451 193.017.451 165.769.400 2.030.500

Pemeliharaan
Peralatan dan
Mesin Lainnya

Perangkat
Daera

Program Informasi dan
Komunikasi Publik

Kegiatan Pengeloaan
Informai dan Komunikasi

Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
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Pengelolaan Konten dan | Jumlah Informasi 100% 100%
Perencanaan Media berupa Berita dan | 150.750.000 150.750.000 145.950.000
Komunikasi Publik Video
10 | pengelolaaMedia Persentase 100% 100%
Komunikasi Publik Masyarakat 366.576.000 366.576.000 253.680.436 101.710.998
Memperoleh
Informai Mengenai
Pembangunan
Daerah Pelayanan
Publik lalulintas
dan informasi
penting lainnya
serta
Terselenggaranya
Bimtek Penyiaran
11 | Layanan Hubungan Media | persentase 100% 100%
Peningkatan 22.350.000 22.350.000 16.920.000 9.405.400
Pelayanan
Informasi Publik
melalui Kerjasama
Media
12| Penguatan Kapasitas SUME jumlah pameran [398.921.000 100% |398.921.000 100% |397.775.000 2.248.000
Daya Komuikasi Publik pembangunan
Pemerintah Kota
Denpasar
I3 | Penyelenggaraan Jumlah Publikasi 100% 100%
Hubungan Masyarakat, Media Sosial 41.150.000 41.150.000 35.600.000 4.970.000
Media dan Kemitraan
Komunitas
ProgramAplikasi
Informatika
Kegiatan Pengeloaan
Nama Domain yang telah
Ditetapkan oleh
Pemerintah pusat dan
Sub Domain di Linﬁkup
Pemerintah Daera
141 penyelengaraan Sistem Pengeloaan 100% 100%
Jaringan Intra Pemerintah | Infastruktur 2.982.895.000 2.982.895.000 2.165.183.998 | 399.694.533
Daerah Jaringn Internet di
Kota Denpasar
Kegiatan Pengelolaan e
government Di
Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
I5 | Pengembangan Aplikasi Jumlah Inovasi di 100% 100%
dan Proses Bisnis Kota Denpasar 274.000.000 274.000.000 181.550.000 100.475.000
Pemerintah Berbasis
Elektronik
16 | Penyelenggaraan Sistem | Persentase 100% 100%
Penghubung Layanan Aplikasi/Sistem 107.200.000 107.200.000 56.570.000 106.430.000
Pemerintah Informasi
Layanan Publik
yang terintegrasi
171 Pengembangan dan Layanan 100% 100%
Pengelolaan Sumberdaya | Government 362.525.000 362.525.000 85.080.000 163.211.620
Teknologi Informasi dan Cloud Computing
Komunikasi Pemerintah
Daerah
Program Penyelenggaraan
Statistik Sektoral
Kegiatan Penyelenggaraan
Statistik
Sektoral di Lingkup
Daerah Kabupaten/Kota

denpasarkota.go.id @denpasarkota @HCJ denpasarkota




Kordinasi dan Sinkronisasi | Ketersediaan Data
Pengumpulan, Pengelolaan| dan Informasi 51.350.000 51.350.000 50.926.500
Analisis dan Desiminasi Pembangunan di
Data Statistik Sektoral Lingkungan
Pemerintah Kota
Denpasar dalam
Buku Denpasar
Membangun
19| Membangun Metadata 64.625.000 100% |64.625.000 100% [63.612.200
Statistik Sektoral
Program Penyelengaraan
5 Persandian untuk
Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah
Kegiatan Kegiatan
Penyelenggaan
Persandian Untuk
Pengaman
8 Informasi Pemerintah
Daerah
Penyedian Layanan Mob_ile QUmIah 130.400.000 130.400.000 21.350.000 3200000
20 Keamanan Informasi Audit Sistem
Pemerintah Daerah Informasi Jumiah
Kabupaten/Kota Pelatihan dasar
Keamanan
Informasi
19.120.173.352
TOTAL 19.120.173.352 | 100% 100% 14.629.839.565 4,490,333,787

Untuk mendukung capaian kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kotz
Denpasar, yang telah dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada tahun 20Xkebdgkitberikut
1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kematangan Kebijakan SPBE
indikator : Nilai Indeks kebijakan SPBE
Dal am menunj ang sviersngkataya Kesnatangah &eabijalsan 1
S P BEini dilaksanakan dengan PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, program ini diwujudkan
dengan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Pemjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kematangan Tata Kelola SPBE
indikator > Nilai Indeks Tata Kelola SPBE
Dal am menunj ang 9Mersngkataya Kematangan Bat iKalola2
S P B khiddilaksanakan dengan PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PUBLIK, program ini diwujudkan dengan Kegiatan Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Sasararbtrategis3 : Meningkatnya Kematangan Manajemen SPBE
indikator : Nilai Indeks Manajemen SPBE
Dal am menunj ang $enmgkatryyan Kermatangart Magajesien 0
S P B Eini dilaksanakan dengan PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA,
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program ini diwujudkan dengan Kegiatan Pengelolaan Nama Do

Ditetapkan oleh Pemiatah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, Kegiatan Pengelolaaigogernment Di Lingkup Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota

4. Sasararbtrategist : Meningkatnya Kematangan Layanan SPBE
indikator : Nilai Indeks layanan SPBE

Dal am menunjangMeasag&arat atymatKegias an@ a
ini dilaksanakan dengan PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL dan PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN INFORMASI program ini diwujudkan dengan Kegiatan
KegiatanPenyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota,
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota

Berikut dokumentasi kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada sasaran strategis :

1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN 78.94%
PEMERINTAHAN DAERAH 13,806,940,352.0( 10,898,539,931.00
KABUPATEN/KOTA

2 | PROGRAM PENGELOLAAN 86.75%
INFORMASI DAN KOMUNIKASI 979,747,000.00 | 849,925,436.00
PUBLIK

3 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI 67.17%
INFORMATIKA 4,087,111,000.00 | 2,745,485,498.00

4 | PROGRAM PENYELENGGARAAN 98.76%
STATISTIK SEKTORAL 115,975,000.00 | 114,538,700.00

5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN 16.37%
PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN | 130,400,000.00 | 21,350,000.00
INFORMASI

76.52%
19,120,173,352.0( 14,629,839,565.00
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TARGET KINERJA RENSTRA TAHUN 2021-2026
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR

Target K:::_H
. . ir .
Indikator Kinerja Utama Tahun Formulasi
2023 2024 2026 2026
Meningkatkan kematangan Nilai Indeks Nilai pembobatan domain 1:
- 4 4 4 -
! kebijakan SPBE Kebijakan SPBE 300 | 320 | 340 ) 360 | 380 f 400 | 400 | yoiaan intemal B
Meningkatkan kematangan Hilai Indeks tata Nilai pembobotan domain 2:°
2 5 3,30 345 3,60 3,75 390 4,05 405 -
Tata Kelola SPBE kelola SPBE Tata Kelola SPBE
Meningkatkan kematangan Nilai Indeks Milai pembabotan damaifi3:
- 4 i i
3 N HE manajemen SPBE 2,18 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 320 Mangjemen SPBE |
Meningkatkan kematangan Nilai Indeks Nilai pembobatan damain 4:
4 3 3,55 3,65 375 385 395 4,05 405
layanan SPBE layanan SPBE Layanl;l:SPBE :
4 o

CAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA DENPASAR

Awal Akhir

Tahun Tahun
2020 2023 2024 2025 2023 2024 2026

Indikator Kinerja Utama Satuan

i
i Indeks SPBE Nl '"dsik;ED"ma'” | aeo | s | ano | se0 | 395 [ 400y
= =\
Ty Ny
- /
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REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2024

I Anggaran [ Realisasi Sisa Anggaran

Sisa Anggaran
4,490,333,787

76,52% 017335

Realisasi
14,629,839,565

- @‘ PEMERINTAH
&Y. KOTA DENPASAR

EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TERHADAP CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

TARGET CAPAIAN TARGET RENCANA
INDIKATOR KINERJA TAHUN TAHUN TARG:;;;AHUN AKHIR TARGET KINERJA
2024 2024 RENSTRA TAHUN 2026

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan
1 kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat 16 KIM 4KIM 20 KIM 25 KIM 25KIM
Kecamatan

KETERANGAN

Persentase Organisasi perangkat daerah yang
2 terhubung dengan akses internet yang 100% 100% 100% 100% 100%
disediakan Dinas Kominfo

3 Persentase layanan SPBE 90% 100% 95% 100% 100% b .‘ o) o .L
—— -
Persentase Perangkat Daerah yang ’ J 2 / : <
4 menggunakan data statistik dalam menyusun 100% 100% 100% 100% 100% ! 4
perencanaan pembangunan daerah ) ) ,(
AR
Persentase tingkat keamanan informasi >3 J "~

% 4 ,
Pemerintah Kabupaten/Kota e o 6% f0x
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PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI
DAN KOMUNIKASI PUBLIK

PERMOHONAN INFORMASI DAN
. DOKUMENTASI PUBLIK

TALKSHOW/REPORTASE DAN IKLAN
. LAYANAN MASYARAKAT

PEMBUATAN VIDEO LIPUTAN ATAUPUN
. KONTEN DIGITAL

' MOBIL CALLING
' LED VIDEOTRON .

. WEBSITE

denpasarkota.go.id @denpasarkota @n“@d denpasarkota




MEDIA SOSIAL

Sosialisasi Program-program kegiatan yang publikasikan melalui media sosial (Facebook,
Twitter, Instagram) yang dikemas ke dalam bentuk Info Grafis yang terintegrasi pada website

diskominfos.
. Kominfosdenpasar
komifosdenpesar o ()i @5 Denpasar Kota Channel

WiFi publik atau free WiFi adalah Fasilitas { DENPASAR @denpasarkotaS7 - 3,72 rb subscriber - 1,7 rb video
yang saat ini banyak diminati orang. ll: f.“‘““‘“‘ FFICIAL ACCOUNT PEMERINTAH KOTA DENPASAR .. selenghd
Menggunakan WiFi publik memang nyaman, ‘ KOTA | i
praktis dan hemat 0 denpa ota.go.id
Namun, da.,. Lihat selengkapnya o

amun, sayangnya ada , Lihat selengkapnya

éﬂ”’}‘;PUBZ‘I? A Jeranda Video Shorts  Live  Playlist
f il .

Y Vasudhalva Kutumk:

s X
_— ek

G b' @ PEMERINTAH
A R KOTA DENPASAR

FASILITASI SOUND SYSTEM

denpasarkota.go.id @denpasarkota @n@d denpasarkota




_— o PEMERINTAH
KOTA DENPASAR

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI
INFORMATIKA

STANDARISASI PENGEMBANGAN
APLIKASI

STANDARISASI PERANGKAT
KERAS

TERSEDIAANYA SUB DOMAIN PERANGKAT
DAERAH PENGKOT DENPASAR

TERSEDIANYA LAYANAN HOSTING SERVER

CLOUD, VPN DAN SERVER DEDICATED

TERSEDIANNYA BANDWITDH INTERNET DI SELURUH
PERANGKAT DAERAH PEMKOT DENPASAR

TERSEDIANNYA VIDEO CONFERENCE DI
PERANGKAT DAERAH

TERSEDIANNYA VIDEO CONFERENCE

DI PERANGKAT DAERAH

o @ PR
10 5% (& KoTA DENPASAR

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TIK

KONDISI INTERKONEKSI
PRIVTE NETWORK

1. TERINTEGRASI DENGAN PUSAT DATA

a. JALUR FO LANGSUNG
b. JALUR METROLINK

2. JARINGN BELUM TERINTEGRASI :
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PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TIK

* (\' PEMERINTAH
! b KOTA DENPASAR

LAYANAN FREE WIFI DI KOTA DENPASAR
Bagi Desa Adat, Puskesmas dan Obyek Wisata

(Melalui Dana BKK Provinsi)

Penyediaan Infrastruktur dasar, berupa jaringan
fiber optic hingga ke pelosok desa, puskesmas
dan obyek wisata

Membuka akses informasi tentang teknologi
bagi masyarakat dan wisatawan

Mendukung Konsep Smart City/Kota Pintar yang
terhubung secara digital demi terciptanya kota
pintar yang inklusif dan berkelanjutan

Memberikan akses kepada masyarakat
untuk mendukung perkembangan sosial,
ekonomi, pendidikan, serta kesejahteraan
masyarakat, menjadikan kota ini lebih
modern dan inklusif bagi semua lapisan
masyarakat.

75 Titik Akses Wifi Bali Smart Island di Kota Denpasar

80
i

©°
00
(9]
<
i
©
<

Katurangan
© Deun Acat Pakraman

©) Puskeamas dan Puskeumas Pembanty

Objak Wisata dan Fasitas Umum

I N T

1 Desa Adat Pakraman 35
2 Puskesmas 21
3 Objek Wisata dan Fasilitas Umum 19
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KEGIATAN MONITORING
EVALUASI APLIKASI

Monev  Aplikasi di’ Kota Denpasar
sangatlah penting untuk memastikan
bahwa aplikasi-aplikasi yang digunakan
dalam pelayanan publik berjalan dengan
baik. Dengan monev, pemerintah bisa
memantau apakah aplikasi tersebut
membantu masyarakat, efisien, dan
mudah digunakan.

Selain itu, monev juga membantu
memperbaiki aplikasi yang masih kurang
baik, agar layanan publik semakin
berkualitas.  Ini  juga  membuat
pemerintah lebih transparan dan dapat
mengambil keputusan yang lebih tepat
berdasarkan data yang ada. Dengan
begitu, teknologi yang digunakan bisa
terus berkembang dan memberikan
manfaat maksimal untuk masyarakat
Kota Denpasar.

PEMERINTH

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL

LAYANAN DATA
SEKTORAL

Untuk dapat mewujudkan sistem tata
kelola pemerintahan daerah

yang efektif, terbuka, transparan,
akuntabel, dan bersih, perlu didukung
dengan data sektoral dan informasi yang
akurat.

Data sektoral dan informasi ini
digunakan  sebagai dasar dalam
perencanaan  pembangunan  daerah
sehingga pembangunan daerah menjadi
tepat sasaran, guna meningkatkan
pelayanan publik terpadu yang cepat

KOTA DENPASAR

PORTAL SATU DATA DOTA.DENPASARKOTA.GO.ID

SATU DATA
DENPASAR

KOTA DENPASAR DALAM DATA

1708 107

BEEHBEBGE

Jarrkah Perdadhsk Tabun

Tahun 1Moy i Kelamin
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PEMERINTH

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL

LAYANAN DATA
SEKTORAL

Untuk dapat mewujudkan sistem tata
kelola pemerintahan daerah

yang efektif, terbuka, transparan,
akuntabel, dan bersih, perlu didukung
dengan data sektoral dan informasi yang
akurat.

Data sektoral dan informasi ini
digunakan  sebagai dasar dalam
perencanaan  pembangunan  daerah
sehingga pembangunan daerah menjadi
tepat sasaran, guna meningkatkan
pelayanan publik terpadu yang cepat

- <\' @PEM[RINHH
& A KOTA DENPASAR

KOTA DENPASAR

PORTAL SATU DATA DOTA.DENPASARKOTA.GO.ID

SATU DATA
DENPASAR

KOTA DENPASAR DALAM DATA

1708 107

BEOHBEE

Jarvkah Perdudsk Tabun

Jurrksh Perduchi Tahun 14e

ARSITEKTUR INTEROPERABILITAS SATU DATA

3 & "

APUKASI

DUKUMEN

DATA

SATU DATA
DENPASAR

PORTAL SATU DATA
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KEGIATAN KAMIS
STATISTIK

- =
ey @ o i
-3 ressarkony
)| ominfos t fpe
s
-

JUMLAH BAY! LAHIR DAN PREVALENSI
BALITA STUNTING, 2019 - 2023 ¢
a2

SRS DTN
L5 55 (S K0TA DENPASAR

BUKU DENPASAR MEMBANGUN

PEMERINTAR
KOTA DENPASA

Sermeriooh Lots Derposs:

ADIK ADK SEXDLAM DINANA

Denpasar DENPASAR
Membangun 2 MEMBANGUN
2022 a8a

DENPASAR
MEMBANGUN
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DENPASAR PEKAN STATISTIK

Denpasar Pekan Statistik

Denpasar Pekon Statistik atou disingkot dengan DPS adalah
kegiatan yang dilaksanakan dalam rongka memeriohkan
Haril Statistik Nasional (HSN). DPS bertujuon  untuk

P Jalinan sinergi dan evaluasi
penyelenggaraon  stotistik  di  Kota Denpasor serta
kob demi ok Satu Dota

Coaching Metode Penelitian

Indonesia

Saminee Pojok Satistii Pecan Perguruan Trqg dalam Pemtangunan STatistik Beuntas

= (\' PEMERINTAH
= .2 KOTA DENPASAR

EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL (EPSS)

Predikat Indeks Hasil EPSS GRAFIK CAPAIAN EPSS

LT7
Nilai Predikat o
29
42-50 Memuaskan FE

35=<42 Sangat Baik

26-<35 Baik

18-<26 Cukup =
<18 Kurang

Berdasarkan hasil EPSS, nilai
Indeks Pembangunan Statistik
(IPS) Pemerintah Kota Denpasar
tahun 2024 adalah 2,77 dengan

HiLAl

predikat Baik
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PEMBINAAN METADATA STATISTIK SEKTORAL

= e~
IF'—f' w

Pelatihan Metadata
Statistik Sektoral
Menyasar Produsen Data
di Kota Denpasar yang
terdiri dari 47 Perangkat
Daerah dan 43 Desa
Kelurahan

E <\° @ PEMERINTAH
\& o KOTA DENPASAR

KONSULTASI METADATA STATISTIK SEKTORAL

Diskominfos Kota Denpasar, selaku walidata
menyediakan fasilitas konsultasi bagi produsen
data dalam rangka penyusunan Metadata
Statistik Sektoral. Fasilitas ini bertujuan untuk
memfasilitasi produsen data dalam menyusun
metadata yang tepat dan akurat, guna
mendukung pengelolaan data statistik yang lebih
baik.
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PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN
DAN PENGAMANAN INFORMASI

LAYANAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK INDIVIDU

LAYANAN, PENERBITAN, PEMBAHARUAN SERTA
PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pelayanan sertifikat elektronik di Dinas Kominfo Kota
Denpasar merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota
Denpasar untuk terus mengembangkan sistem pelayanan
berbasis teknologi yang mudah, cepat, dan aman.

Hal ini sejalan dengan visi Kota Denpasar yang ingin menjadi
kota cerdas (smart city), di mana teknologi informasi dapat
dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan
masyarakat.

’ Balai
i Sertifikasi

Elektronik

i @‘ PEMERINTAH
&, KOTA DENPASAR

PENDAMPINGAN PELAKSANAAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK

2556 - ‘ ] nr. ' r
1500 N S == N
Pendampingan Pelaksanaan Sertifikat Elektronik telah dilaksanakan di
0 ) 0 ) 0 ) Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dengan keterangan selama
" & Toral Pamobon B 5udah Varitikas Befum Voritika

Tahun 2024, Total Pemohon 2735 Orang, dengan keterangan yang sudah
terverifikasi sebanyak 2556 pemohon dan 179 belum terverifikasi.
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e (\ PEMERINTAH
& KOTA DENPASAR

ELEKTRONIK

(1] WEWL 0P

DA VRINIEAN | BELUM vRRrRaAl

DA VEREIAS | BELUW vEmRRASI
] ¥
F

"

PENDAMPINGAN PELAKSANAAN SERTIFIKAT

]

&

[
&
]

173

INFORMATION TECHNOLOGY SECURITY
ASSESMENT (ITSA)

Ringkasan Temuan Kerentanan

Nama Kerentanan

Severity

PERANGKAT DAERAH
Bagian Hukum Setda Kota Denpasar 3
APLIKASI 1.
Aplikasi JDIH Kota Denpasar §
WAKTU PELAKSANAAN ITSA ‘

Insecure Direct Object References (IDOR)

Stored XSS

Weak Password Policy

Low

Pelaksanaan ITSA dilakukan pada tanggal 15 s/d 19 Juli 2024

REKOMENDASI

Melakukan perbaikan pada sistem elektronik sesuai dengan rekomendasi dari

hasil ITSA guna remediasi.

* Melakukan vulnerability assessment dan security assessment secara berkala
pada sistem elektronik yang dimiliki dan dikelola.
* Menambahkan perangkat perimeter keamanan (Firewall, WAF, IDS/IPS) untuk
meningkatkan ketahanan sistem dari serangan.
* Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi personel pengelola sistem
elektronik khususnya di bidang keamanan jaringan, server, dan aplikasi.
* Terus berkoordinasi dengan BSSN khususnya dengan Direktorat Keamanan
Siber dan Sandi Pemerintah Pusat/Daerah terkait keamanan sistem elektronik

yang dimiliki dan dikelola.
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LITERASI KEAMANAN INFORMASI
G;—_:-:.:—-

TIPS AMAN BELANJA ONLINE

5 TIPS TEHINDAR DARI
SERANGAN PHISING

& @ P
Lo S5 880 KoTa DENPASAR

LAPORAN SERANGAN SIBER TAHUN 2024

mimati sih Eunan

AR A AN VWA AN SR AL WA

IR
R

Jumlah Insiden Siber Perbulan Tahun 2024

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk
ewujudkan kinerja organisasi sesdangan dokumen perjanjian kinerja;
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PROGRAM PENUNJANG URUSAN 78.94%
PEMERINTAHAN DAERAH 13,806,940,352.00 | 10,898,539,931.0(
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENGELOLAAN 86.75%
INFORMASI DAN KOMUNIKASI 979,747,000.00 849,925,436.00
PUBLIK
PROGRAM PENGELOLAAN 67.17%
APLIKASI INFORMATIKA 4,087,111,000.00 2,745,485,498.00
PROGRAMPENYELENGGARAAN 98.76%
STATISTIK SEKTORAL 115,975,000.00 114,538,700.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN 16.37%
PERSANDIAN UNTUK 130,400,000.00 21,350,000.00
PENGAMANAN INFORMASI
76.52%
19,120,173,352.00 | 14,629,839,565.0(

Dari table tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa untuk realisasi anggaran yang digunakan
yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kine
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar yaegnamgku urusan pemerintahan
yaitu Urusan Wajib Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dalam menjalankan tuga
untuk mencapai tujuan organisasi atau capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2(
diwujudkan melalui 5 program dan &diatan dengan 20 Sub Kegiatan. Dalam melaksanakan tugas,
fungsi dan tanggung jawab dari masignasing perangkat daerah sesuai dengan penyelenggaraar
urusan wajib dialokasikan anggaran sebesar R®,120,173,352.00dengan realisasi Rp.
14,629,839,565.0@tau (76.52 %).

a. Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

3. Program Aplikasi Informatika

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

5. Program Penyelenggaraan Persantiatuk Pengamanan Informasi
b. Kegiatan / Sub Kegiatan

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SubKegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sub Kegiatan Penyelenggaraan &agoordinasi dan KonsultassKPD
3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
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Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
Kabupden/Kota
Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Sub Kegiatan Pengelolaan Konten
dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Sub Kegiatan Pengelolaan Media Elektronik
SubKegiatan Layanan Hubungan Media
Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas
Sumber Daya Komunikasi Publik
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungasyarakat, Media dan Kemitra&iomunitas
. .Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah P&sdt Bamain
di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
. Kegiatan Pengelolaan government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Imtluk Anggaran Pemerintahan Berbasis
Elektronik
Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bishis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem katipta Cerdas dan Kota Cerdas
Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikas
Pemerintah Daerah
. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Koordinasi dan SinkronisBsingumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data
Statistik Sektoral
Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral
. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daera
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Layanan iaaan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
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Sedangkan target dan realisasi untuk masiaging program dan kegiatan baik

serta keuangan dapat di lihat dalam tabel berikut :

Tabel 7

Realisasi Pelaksanaan Kegiatdmisan Wajib Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

TOLAK SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2024
NO PROGRAM/KEGIATAN/ UKUR DAN RENCANA 1 TARGET REALISASI SISA
SUB KEGIATAN TARGET TH ANGGARAN
KINERJA Fisik Keuangan Fisik Keuangan
KERJA
Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupten/Kota
Kegiatan Administrasi
1 Keuangan Perangkat
Daerah
Penyediaan Gaji dan Z;b%ﬁjrgzgaena" 100% 100%
Tunjangan ASN ASN 8.050.343.663 ° | 8.050.343.663 ° | 5.767.929.711 | 634.247.847
2 Kegiatan Administrasi
Umum Perangkat Daerah
Terpenuhinya
Kebutuhan 4.684.051.784 | 100% | 4684.051.784 | 190% | 4243.761.930 | 220.268.758
Penyediaan Peralatan dan | Peralatan dan
Perlengkapan Perlengkapan
Kantor Kantor Perangkat
Daerah
Penyediaan Peralatan Terpenuhinya 100%
Rumah Tangga Kebutuhan 157.107.468 157.107.468 129.556.280 11.848.730
Peralatan Rumah 1009
Tangga 00%
Perangkat
Daera
Penyediaan Barang Terpenuhinya 100%
Cetakan dan Pengadaan Barang Cetakan 48.128.150 48.128.150 35.458.100 20.824.602
dan Pengadaan 100%
Perangkat
Daera
Penyelenggaraan Rapat Terpenuhinya 100%
Koordinasi dan Konsultasi | Kebutuhan Rapat | 156.500.000 156.500.000 116.149.960 24.020.164
SKPD Koordinasi dan 100%
Konsultasi SKPD
3 Kegiatan Pemeliharaan
BarangMilik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Penyediaan Jasa Terpenuhinya 100% 100%
Pemeliharaan, Biaya Kebutuhan 517.791.836 517.791.836 439.914.550 34.846.490
Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaan,
Kendaraan Perorangan Biaya dan Pajak
Dinas/Kendaraan Dinas Kendara
Jabatan Perorangan Dinas
atauKendaraan
Dinas Jabatan
Perangkat
Daerah
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Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Terpenuhinya
Kebutuhan

Pemeliharaan
Peralatan dan
Mesin Lainnya

Perangkat
Daera

193.017.451

100%

193.017.451

100%

165.769.400

Program Informasi dan
Komunikasi Publik

Kegiatan Pengeloaan
Informai dan Komunikasi

Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
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